1.1.

1.2.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang cukup untuk mendorong laju pembangunan daerah. Wilayahnya
terdiri atas 380 pulau; diantaranya terdapat dua pulau besar yaitu Sumbawa dan
Lombok. dan pulau-pulau kecil yang membentang antara 115°46'- 119°5' Bujur
Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan luas daratan 20.153.15 km persegi
dan luas laut 29.159.04 km persegi serta panjang garis pantai sekitar 2.333 km.

Luas daratan Pulau Lombok 4.738,70 km persegi (22,78 %), sedangkan Pulau
Sumbawa luas daratannya 15.414.45 km persegi (77,22 %).

Berdasarkan Buku Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017, penduduk Provinsi
Nusa Tenggara Barat berjumlah 4.896.162 jiwa, terdiri atas 2.375.750 jiwa laki-laki
dan 2.520.412 jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,26. Jumlah
penduduk Pulau Sumbawa sebesar 1.461.545jiwa, sedangkan Pulau Lombok
berjumlah 3.434.708 jiwa.

Dengan demikian luas daratan dan sebaran penduduk di Provinsi Nusa Tenggara
Barat berbanding terbalik; yang menggambarkan pula pemanfaatan berbagai
potensi maupun permasalahan yang muncul berkaitan pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat, kesempatan kerja, pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan
antarwilayah, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan
pemberdayaan sumber daya manusia.

Potensi dan permasalahan tersebut dapat dikelola dari aspek ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian melalui penempatan dan perluasan Kkerja, pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, serta unit-
unit pelaksana teknis dinas.

Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara
Barat perlu menyusun rencana strategis untuk tahun 2018 sampai dengan 2023.

Landasan Hukum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang
Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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1.3.

1.4.

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 — 2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ... tahun 201.... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2018-2023

19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat;

Maksud dan Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023 yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh aparat
pada semua unit organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Sedangkan tujuan penyusunan adalah agar pelaksanaan program
dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dari tahun 2019 sampai dengan
2023 menjadi lebih efisien, efektif dan berkualitas.

Sistematika Penulisan

Bab l.  Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
penyusunan Rencana Strategis serta sistematika penulisan..

Bab Il. Gambaran Pelayanan tentang kedudukan, tugas dan fungsi, struktur
organisasi, susunan kepegawaian dan sarana prasarana serta jenis
pelayanan dan kelompok sasaran.

Bab Il1l. Permasalahan dan Isu Strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memuat tentang
gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan, hasil-hasil yang telah
dicapai lima tahun sebelumnya, penentuans isu strategis terkait dengan
tugas dan fungsi kelembagaan.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.
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Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan yang diambil untuk mendukung pencapaian
sasaran urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian..

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat program dan
kegiatan rutin, program dan kegiatan prioritas serta kelompok sasaran
maupun pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab VIII. Penutup
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 5 huruf f Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas
Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29
Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan
Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat , menetapkan tentang :

1. Kedudukan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan
Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas
Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

2. Perencanaan program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian;

4. Penyelarasan dan pembinaan tugas ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;

Fungsi-fungsi tersebut menggambarkan luasnya aspek pembangunan yang

ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.
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Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dilengkapi perangkat organisasi yang
tergambar dalam susunan organisasi dan struktur sebagai berikut :

a.
b.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

Kepala Dinas;

Sekretariat; terdiri atas:

1) Sub Bagian Program;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Umum.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri atas:

1) Seksi Informasi Pasar Kerja;

2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing; dan
3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas:

1) Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan;

2) Seksi Pemagangan; dan

3) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
terdiri atas:

1) Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

3) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:

1) Seksi Norma Ketenagakerjaan;

2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

3) Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas:

1) Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan Permukiman Transmigrasi;

2) Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi; dan

3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Kelompok Jabatan Fungsional; terdiri atas :

1) Pengawas

2) Instruktur

3) Mediator/Perantara

4) Pengantar Kerja

5) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)

6) Pranata Laboratorium Kesehatan Kerja, dan

7) Perencana



i.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :
1) Balai Latihan Kerja;
2) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok; dan
3) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.
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TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

Kepala Dinas

memimpin, melakukan
koordinasi, pengawasan dan
pengendalian dalam
penyelenggaraan kegiatan di
bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian yang
merupakan urusan
pemerintahan provinsi dan
tugas pembantuan yang
diberikan pemerintah kepada
Gubernur serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

. merumuskan kebijakan teknis,

strategi, dan perencanaan strategis
urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian untuk menghasilkan
RENSTRA, RENJA, RKA, LAKIP,
Laporan Bulanan, Lapora Semester,
Laporan Tahunan, LKPD, PK, IKU
dan petunjuk teknis;

. membina dan mendistribusikan tugas

kepada bawahan sesuai bidangnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

. mengendalikan dan mengawasi

pelaksanaan tugas urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian;

. mengkoordinasikan penyusunan

Program Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB dengan
memberikan arahan kepada
Sekretaris dan Kepala Bidang, kepala
UPTD mengacu pada pola dasar
pembangunan daerah NTB,
kebijaksanaan Gubernur, kondisi
obyektif dan ketentuan yang berlaku;

. membina bawahan dalam mencapai

program Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB ;

. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

a. perumusan kebijakan teknis, strategi, dan

perencanaan strategis urusan pemerintahan
bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;

. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan

pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;

. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

tugas urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

. perumusan penyusunan Program Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
NTB dengan memberikan arahan kepada
Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala
UPTD;

. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan

rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan
yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam pengembangan karier; dan

. melaksanakan pembinaan umum dan

pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang —
perundangan yang berlaku.
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JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI

pada tahun yang sudah berjalan
berdasarkan rencana dan realisasi
sebagai bahan dalam penyusunan
sasaran tahun berikut;

g. menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan rencana kerja, hasil yang
dicapai, ketentuan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan Karier;

h. melaksanakan pembinaan umum dan
pembinaan teknis di bidang
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang —
perundangan yang berlaku;

i. melaporkan hasil kegiatan bidang
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian kepada Gubernur;
dan

J. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sekretaris membantu Kepala Dinas a. membantu Kepala dinas dalam persiapan
dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi;
pembinaan administrasi yang b. membantu kepala dinas melakukan
meliputi penghimpunan dan koordinasi dengan kepala bidang dan UPTD
penganalisaan data dalam dalam penyusunan penyusunan rumusan
rangka penyusunan program/ kebijakan, penyusunan program/ kerja,
kerja dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan.
ketatausahaan, umum, ¢. menghimpun dan menganalisa data dalam
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NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI

kepegawaian, keuangan, rangka penyusunan program dan pelaporan;

perlengkapan dan d. pengelolaan urusan keuangan;

pemeliharaan kantor e. pelaksanaan pembinaan administrasi dalam
urusan ketatausahaan, kepegawaian,
perlengkapan, kerumahtanggaan dan
keprotokolan

3 Sub Bagian Program menyiapkan bahan . menyiapkan dan menyusun rencana

perumusan kebijakan,
koordinasi, perencanaan dan
penyusunan program,
pengumpulan dan analisis
data, evaluasi program dan
pelaporan.

kegiatan Sub Bagian Program dan
Pelaporan;

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. menyiapkan bahan dalam rangka

perumusan kebijakan, program dan
pelaporan;

. menghimpun dan menganalisa data

dalam rangka program dan
pelaporan;

. melaksanakan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan
program dan pelaporan;

. menyiapkan laporan pelaksanaan

kegiatan Subbagian Program dan
Pelaporan;

. penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

. penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA);

I. penyusunan dan pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

(DPA) dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

J. penyusunan rencana kinerja tahunan
(RKT);

k. penyusunan laporan dan dokumentasi
pelaksanaan program dan kegiatan;

I. penyusunan laporan penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM);

m.penyusunan dan pelaksanaan Standar
Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP);

n. pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern (SPI);

0. pelaksanaan pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan
pendapat pelanggan secara periodik
yang bertujuan untuk memperbaiki
kualitas layanan;

p. penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP);

g. penyampaian data hasil
pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan publik secara berkala
melalui website Pemerintah Daerah;

r. menyusun LPPD dan LKPJ;

s. menyusun profil ketenagakerjaan dan
profil UPT Bina;

t. menyusun laporan pelaksanaan
bulanan dan tahunan, laporan
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

evaluasi RPJMD, laporan Renja
SKPD, laporan PPID dan laporan
daftar informasi publik (DIP);

u.menyusun perencanaan tenaga kerja
daerah (PTKD);

v. menyusun dan melaporkan hasil
kegiatan kepada atasan; dan

w.melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan

melaksanakan pengelolaan
urusan keuangan dan
pengelolaan aset.

a. menyiapkan dan menyusun rencana
kegiatan Sub Bagian Keuangan;

b. memberikan arahan/petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

c. mengumpulkan/mengolah data
keuangan untuk bahan penyusunan
laporan keuangan;

d. menyiapkan bahan usulan dan
pemberhentian pemimpin kegiatan,
kuasa pimpinan kegiatan,
bendaharawan dan atasan
langsungnya;

e. melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan rencana penerimaan dan
anggaran belanja Dinas;

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan
pembinaan administrasi keuangan
dan perbendaharaan;

g. mencatat dan mengklarifikasi laporan
hasil pemeriksaan serta penyiapan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

12




NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

tindak lanjut;

h. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran
(DPPAY;

I. melaksanakan penatausahaan
keuangan;

J. melaksanakan verifikasi Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

k. melaksanakan dan penatausahaan
barang milik daerah;

I. melaksanakan pembelian/pengadaan
atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;

m.menyusun dan penyampaian laporan
penggunaan anggaran;

n. menyusun dan penyampaian laporan
keuangan semesteran dan akhir
tahun;

0. menyusun administrasi dan
pelaksanaan pembayaran gaji
pegawai;

p. menerima, pengadministrasian dan
penyetoran penerimaan daerah;

g. menyusun dan melaporkan hasil
kegiatan kepada atasan;dan

r. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

Sub Bagian Umum

melakukan urusan
ketatausahaan, kepegawaian,
penggunaan dan
pemeliharaan aset,
kerumahtanggaan dan
keprotokolan di lingkungan
Dinas.

. menyiapkan dan menyusun rencana

kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian ;

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA);

. melaksanakan ketatausahaan,

ketatalaksanaan dan kearsipan;

. melaksanakan administrasi

kepegawaian;

. melaksanakan kehumasan,

keprotokolan dan kepustakaan;

. melaksanakan urusan rumah tangga;
. melaksanakan pemeliharaan barang

milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi;

i. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan;dan

j. melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan.

Bidang Penempatan
dan Perluasan Kerja

menyediakan informasi pasar
kerja, melakukan penempatan
dan perlindungan tenaga
kerja, pembinaan terhadap
lembaga penempatan tenaga
kerja, pengendalian tenaga
kerja asing dan

a. pengumpulan, pengolahan dan penyediaan
data informasi pasar kerja;

b. penempatan dan perlindungan tenaga kerja;

c. pembinaan terhadap lembaga penempatan
tenaga kerja;

d. pengendalian penggunaan tenaga kerja
asing;
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NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI
pengembangan / perluasan e. pengembangan kesempatan kerja melalui
kesempatan kerja sistim padat usaha mandiri sistim padat karya, teknologi
karya, teknologi tepatguna tepat guna dan perluasan kesempatan kerja
dan perluasan kesempatan sektor informal; dan
kerja sektor informal. f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan bidang Penempatan
dan Perluasan Kerja.
7 Seksi Informasi Pasar | mengumpulkan dan . melakukan bimbingan bura kerja on
Kerja mengolah data, menyusun line (BKOL) ke Kab/kota;
sistem dan pedoman serta . melakukan analis jabatan;
melakukan pembinaan . melakukan kegiatan pamewran bursa
terhadap informasi pasar kerja (Job fair);
kerja. . menyusun dan melaporkan hasil
kegiatan kepada atasan;dan
. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan.
8 Seksi Penempatan menyediakan pedoman sistim | a. menyiapkan dan menyusun rencana

Tenaga Kerja dan
Pembinaan Tenaga
Kerja Asing

pelayanan penempatan tenaga
kerja dan menempatkan
tenaga kerja pada peluang
kerja : Angkatan Kerja
Khusus (AKSUS/Disabilitas),
Antar Kerja Lokal (AKL),
Antar Kerja Antar Daerah
(AKAD) dan Antar Kerja
Antar Negara (AKAN).
Melakukan Pembinaan
terhadap lembaga
penempatan tenaga kerja dan
operasional
(LPTKS/PPTKIS) serta

kegiatan Seksi Penempatan Tenaga
Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja
Asing;

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. menyusun sistim pedoman pelayanan

penempatan tenaga kerja;

. membuat MOU peluang kerja dalam

dan luar negeri (AKSUS, AKL,
AKAD dan AKAN);

. melakukan penempatan tenaga kerja

pada peluang kerja : Angkatan Kerja
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

Pengendalian penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA).

Khusus (AKSUS / Disabilitas), Antar
Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) dan Antar
Kerja Antar Negara (AKAN);

f. melakukan pembinaan terhadap
lembaga penempatan tenaga kerja
(LPTKS maupun PPTKIS);

g. melakukan pelayanan perpanjangan
izin operasional terhadap
(LPTKS/PPTKIS);

h. memberikan pelayanan pengaduan
masyarakat tentang perlindungan
tenaga kerja;

I. melakukan perpanjangan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA)

j. melakukan perpanjangan izin
Menggunakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA);

k. menyusun dan melaporkan hasil
kegiatan kepada atasan; dan

I. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan.

Seksi Perluasan
Kesempatan Kerja

menyiapkan bahan atau
materi pembinaan dan
pengembangan perluasan
kesempatan kerja,
mengembangkan usaha
mandiri, sistim padat karya

( produktif dan infrastruktur),
terapan teknologi tepat guna

a. menyiapkan dan menyusun rencana
kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan
Kerja;

b. memberikan arahan/petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

c. menyiapakan bahan dan materi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

16




NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

dan melakukan bimtek /
peningkatan kapasitas yang
berhubungan dengan
perluasan kesempatan kerja.

pembinaan pengembangan dan
perluasan kesempatan kerja;

. melakukan pembentukan dan

pembinaan wirausaha baru;

. mengembangkan usaha mandiri,

sistim padat karya (padat karya
produktif dan padat karya
infrastruktur, terapan teknologi tepat
guna (TTG)

. melakukan kegiatan bimbingan teknis

peningkatan kapasitas perluasan
kesempatan kerja (bimbingan teknis
pemandu wirausaha, pemandu
lapangan padat karya dan pemandu
lapangan terapan TTG);

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan.

10

Bidang Pelatihan Dan
Produktivitas Tenaga
Kerja.

menyusun perumusan
kebijaksanaan pembinaan
pelatihan, Instruktur dan
tenaga kepelatihan
kelembagaan pelatihan,
pemagangan dan
produktivitas tenaga kerja.

a. pelaksanaan pembinaan pelatihan
ketrampilan, peningkatan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja;

b. pembinaan standarisasi kompetensi dan
akreditasi ;

c. pembinaan uji kompetensi dan sertifikasi;

d. pembinaan instruktur, tenaga kepelatihan
dan Kelembagaan pelatihan;

e. pembinaan Pemagangan tenaga kerja;

f. pembinaan peningkatan sarana, prasarana
dan peralatan dan pelatihan.
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

g. pelaksanaan monitoring terhadap program
dan kegiatan bidang Lattas.

11

Seksi Pembinaan
Instruktur dan
Kelembagaan

melaksanakan pembinaan
instruktur, tenaga
kepelatihan, Lembaga
pelatihan, akreditasi dan
Sarana prasarana dan
peralatan

. menyiapkan dan menyusun rencana

kegiatan Seksi Pembinaan Instruktur
dan Kelembagaan;

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. menyusun bahan pembinaan

Instruktur, tenaga kepelatihan,
kelembagaan pelatihan, akreditasi
dan sarana prasarana;

. melaksanakan pembinaan dan

pengawasan Instruktur, tenaga
kepelatihan, kelembagaan pelatihan
dan sarana prasarana;

. melaksanakan pembinaan akreditasi

dan sertifikasi lembaga pelatihan;

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan.

12

Seksi Pemagangan

melaksanakan Pembinaan
Pemagangan tenaga kerja.

. menyiapkan dan menyusun rencana

kegiatan Seksi Pemagangan;

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. menyusun bahan pembinaan

pemagangan tenaga kerja;
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

. melaksanakan pelatihan dan

bimbingan teknis pemagangan tenaga
kerja;

. melaksanakan pengawasan

pelaksanaan pemagangan;

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan.

13

Seksi Pembinaan
Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga
Kerja

melakukan pembinaan
pelatihan ketrampilan dan
produktivitas tenaga kerja

. menyiapkan dan menyusun rencana

kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas Tenaga Kerja;

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. menyusun bahan pembinaan

pelatihan, uji kompetensi sertifikasi
dan peningkatan produktivitas tenaga
kerja;

. menyiapkan bahan pembinaan

pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi
dan peningkatan produktivitas tenaga
kerja;

. melaksanakan pengawasan dan

evaluasi pelaksanaan pelatihan, uji
kompetensi, sertifikasi dan
peningkatan produktivitas tenaga
Kerja;

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

g. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan.

14 | Bidang Pembinaan menyiapkan bahan a. perumusan dan menetapkan petunjuk

Hubungan Industrial penyusunan dan penetapan pelaksanaan pedoman koordinasi dan

Dan Jaminan Sosial pedoman tentang kebijakan pembinaan syarat kerja dalam hubungan

Tenaga Kerja hubungan indutrial, kerja, pengembangan kelembagaan dan
pembinaan hubungan kerja, kerjasama hubungan industrial, pengupahan
syarat-syarat kerja, perjanjian dan jaminan sosial Tenaga Kerja, serta
kerja, pengupahan, jaminan pencegahan dan penyelesaian perselisihan
sosial, penyelesaian hubungan industrial, fasilitas kesejahteraan
perselisihan serta pekerja dan purna kerja;
pengembangan sarana . pelaksanaan koordinasi dan pembinaan
hubungan industrial syarat — syarat kerja dalam hubungan kerja
(kelembagaan dan kerja sama dan pengembangan sarana hubungan
hubungan industrial). industrial di perusahaan;

. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan
Dewan pengupahan dalam penetapan upah
minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota;

. pelaksanaan sosialisasi sistem pengupahan
dan jaminan sosial Tenaga Kerja;

. pelaksanaan bimbingan teknis syarat-syarat
kerja, tata cara pencegahan dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial; dan

. monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan bidang Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

15 | Seksi Syarat Kerja, membina pelaksanaan syarat- | a. menyiapkan dan menyusun rencana

Kelembagaan dan
Kerjasama Hubungan
Industrial

syarat kerja, dan
pembentukan sarana
hubungan industrial, serta
mensosialisasikan hubungan

kegiatan Seksi Syarat Kerja,
Kelembagaan dan Kerjasama
Hubungan Industrial;
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

industrial yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan di
perusahaan.

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. menyiapkan bahan penyusunan

petunjuk teknis penerapan syarat-
syarat kerja, perjanjian Kkerja,
peraturan perusahaan, perjanjian
kerja bersama dan Pembinaan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit,
LKS Tripartit, Apindo, serta
sosialisasi hubungan industrial, dan
hubungan Kerja;

. melaksanakan pembinaan dan

penerapan syarat-syarat kerja di
perusahaan, serta ijin operasional
perusahaan penyedia jasa pekerja
(OUTSOURSING);

. melaksanakan pembinaan dan

pengembangan sarana hubungan
industrial di perusahaan dan fasilitas
kesejahteraan Pekerja/Buruh;

. melaksanakan sosialisasi peraturan

perundang-undangan hubungan
industrial di perusahaan;

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang di

berikan atasan.
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

16

Seksi Pengupahan dan
Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

pembinaan kebijakan
pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh untuk
mewujudkan penghasilan
yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan,
Peningkatan derajat
kesehatan bagi pekerja/buruh
peserta program Jaminan
Sosial (BPJS
Ketenagakerjaan dan
Kesehatan).

a. menyiapkan dan menyusun rencana
kegiatan Seksi Pengupahan dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

b. memberikan arahan/petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

c. menyiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis mekanisme
penetapan upah minimum dan
pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja;

d. menyiapkan bahan rapat Dewan
Pengupahan guna membahas upah
minimum;

e. melaksanakan survey Kebutuhan
Hidup Layak (KHL);

f. melaksanakan sosialisasi:
pengupahan, THR, Service Carge,
serta Struktur dan skala upah;

g. menyiapkan bahan pembinaan
Jaminan Sosial (Kesehatan kerja,
kecelakan kerja, kematian, hari tua,
dan pensiun);

h. melaksanakan pembinaan dan
pemberdayaan Dewan pengupahan
Kabupaten/Kota se NTB;

i. menyusun dan melaporkan hasil
kegiatan kepada atasan; dan

J. melaksanakan tugas lain yang
diberikan pimpinan.
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JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

17

Seksi Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial

membina dan mencegah
perselisihan hubungan
industrial yang akan terjadi
antara pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh serta
menyelesaikan perselisihan
industrial sesuai pengaduan
masyarakat (Pengusaha
Pekerja SP/SB, LSM, Praktisi
dll).

a. menyiapkan dan menyusun rencana
kegiatan Seksi Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial;

b. memberikan arahan/petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

c. menyiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis mekanisme
pencegahan dan penyelesaian
perselihan hubungan industrial;

d. melaksanakan pembinaan dan
sosialisasi pencegahan perselihan
hubungan industrial yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan;

e. melaksanakan identifikasi dan
menyusun peta potensi kerawanan
hubungan industrial;

f. melaksanakan sosialisasi mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di perusahaan;

g. melaksanakan mediasi penyelesaian
perselihan hubungan industrial;

h. melaksanakan koordinasi
penyelesaian perselihan hubungan
industrial terkait persidangan kasus di
pengadilan hubungan industrial pada
pengadilan negeri setempat;

i. melakukan koordinasi dan
pemberdayaan konsiliator serta
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

arbitrase hubungan industrial, dan
kordinasi dengan pihak kepolisian;

J. menyelesaikan aksi mogok kerja,
unjuk rasa, demontrasi pekerja/buruh
dan lock out;

k. menyusun dan melaporkan hasil
kegiatan kepada atasan; dan

I. melaksanakan tugas lain yang
diberikan pimpinan.

18 | Bidang Pembinaan melakukan perumusan a. perumusan dan penetapan petunjuk
Pengawasan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan pedoman koordinasi dan
Ketenagakerjaan pembinaan, pengawasan, pembinaan pengawasan dan pemeriksaan

pemeriksaan dan pengujian serta pengujian pelaksanaan norma
pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan
ketenagakerjaan, norma kesehatan kerja, serta pemberdayaan
keselamatan dan kesehatan pengawasan dan penegakan hukum
kerja, serta pemberdayaan ketenagakerjaan;
pengawasan dan penegakan . pelaksanaan koordinasi dan pembinaan
hukum ketenagakerjaan. norma kerja, norma keselamatan dan
kesehatan kerja di perusahaan;

. pelaksanaan koordinasi proses penegakan
hukum ketenagakerjaan;

. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan
teknis pengawasan norma ketenagakerjaan
dan norma K3; dan

. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan bidang Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan.

19 | Seksi Norma melaksanakan pembinaan , a. menyiapkan dan menyusun rencana
Ketenagakerjaan pengawasan, pemeriksaan kegiatan Seksi Norma

penerapan norma kerja,

Ketenagakerjaan;
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

norma Kkerja perempuan,
norma kerja anak, norma
pengupahan, norma jaminan
sosial tenaga kerja dan norma
pelatihan serta penempatan

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. menyiapkan bahan dan materi

penyusunan petunjuk teknis
pengawasan dan pemeriksaan norma
kerja dan hubungan kerja, norma
jaminan sosial tenaga kerja, norma
penempatan dan pelatihan, norma
kerja perempuan, norma kerja anak;

. menyiapkan rencana pelaksanaan

pembinaan, pengendalian, evaluasi
koordinasi pengawasan
ketenagakerjaan dibidang norma
kerja dan hubungan kerja, norma
jaminan sosial tenaga kerja,, norma
penempatan dan pelatihan, norma
kerja perempuan, norma kerja anak;

. melaksanakan pengawasan dan

pemeriksaan penerapan norma kerja
dan hubungan kerja, norma jaminan
sosial tenaga kerja, norma kerja
perempuan, norma kerja anak, norma
pelatihan, dan norma penempatan;

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang

diberikan pimpinan.
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RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS
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20

Seksi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

melaksanakan pembinaan,
pengawasan, pemeriksaan
dan pengujian sarana
keselamatan dan kesehatan
kerja dibidang mekanik,
pesawat uap dan bejana
tekan, konstruksi bangunan,
instalasi listrik dan
penanggulangan kebakaran,
kesehatan kerja dan
lingkungan kerja serta
pembinaan penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3).

a. menyiapkan dan menyusun rencana
kegiatan Seksi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;

b. memberikan arahan/petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

c. memeriksa serta menguji sarana kerja
dibidang mekanik, pesawat uap dan
bejana tekan, konstruksi bangunan,
instalasi listrik dan penanggulangan
kebakaran, kesehatan kerja dan
lingkungan Kerja;

d. menyiapkan rencana pelaksanaan
pengawasan pemeriksaan dan
pengujian sarana keselamatan dan
kesehatan kerja dibidang norma
mekanik, pesawat uap dan bejana
tekan, konstruksi bangunan, instalasi
listrik dan penanggulangan
kebakaran, kesehatan kerja dan
lingkungan kerja serta pembinaan
penerapan SMKS;

e. melaksanakan pembinaan,
pengendalian, penerapan norma
keselamatan dan kesehatan kerja
dibidang norma mekanik, pesawat
uap dan bejana tekan, konstruksi
bangunan, instalasi listrik dan
penanggulangan kebakaran,
kesehatan kerja dan lingkungan kerja

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

26




NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

serta pembinaan penerapan SMKS3;

. memproses perizinan kelaikan

penggunaan sarana keselamatan dan
kesehatan kerja dibidang norma
mekanik, pesawat uap dan bejana
tekan, konstruksi bangunan, instalasi
listrik dan penanggulangan
kebakaran, kesehatan kerja dan
lingkungan Kerja;

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang

diberikan atasan.

21

Seksi Pemberdayaan
Pengawasan dan
Penegakan Hukum

melaksanakan pembinaan
pengendalian, evaluasi,
koordinasi pengawasan
ketenagakerjaan dibidang
kelembagaan dan tenaga
pengawas dan penegakan
hukum ketenagakerjaan.

. menyiapkan dan menyusun rencana

kegiatan Seksi Pemberdayaan
Pengawasan dan Penegakan Hukum;

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. menyiapkan bahan penyusunan

petunjuk teknis pemberdayaan
pengawasan ketenagakerjaan,
ketatalaksanaan dan mekanisme
koordinasi penegakan hukum
ketenagakerjaan;

. penyusunan standar operasional

prosedur pengawasan norma
ketenagakerjaan;

. melaksanakan sosialisasi kebijakan,

program dan strategi pemberdayaan
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JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

pengawasan ketenagakerjaan dan
penegakan hukum;

. melaksanakan koordinasi

pelaksanaan penegakan hukum
ketenagakerja dengan korwas, dan
lembaga lain terkait;

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang di

perintah pimpinan.

Bidang
Ketransmigrasian

melaksanakan perumusan
kebijakan, Fasilitasi dan
penyusunan rencana teknis,
koordinasi, bimbingan teknis
dan supervisi, penyediaan
areal, pembinaan
permukiman, perpindahan
dan penempatan, pembinaan
dan pengembangan kawasan
transmigrasi.

. melakukan perumusan kebijakan Bidang

ketransmigrasian;

. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan

teknis dan supervisi perencanaan teknis,
penyediaan areal, pembangunan
permukiman dan pengembangan kawasan;

. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi,

bimbingan teknis dan supervisi perpindahan
dan penempatan;

. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi,

bimbingan teknis dan supervisi
pengembangan kawasan transmigrasi; dan

. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

program kerja bidang Ketransmigrasian.

23

Seksi Penyediaan
Areal dan Pembinaan
Permukiman
Transmigrasi

melaksanakan penyiapan
bahan pengurusan penyedian
areal dan pembangunan
permukiman transmigrasi.

a. menyiapkan dan menyusun rencana

kegiatan Seksi Penyediaan Areal dan
Pembinaan Permukiman
Transmigrasi;

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

ketentuan yang berlaku;

c. melakukan fasilitasi penyiapan bahan
pencadangan areal permukiman
transmigrasi;

d. melakukan fasilitasi identfikasi calon
areal permukiman transmigrasi;

e. melaksanakan sosialisasi penyiapan
areal dan pembinaan permukiman
transmigrasi;

f. melakukan fasilitasi pengurusan
dokumen calon areal permukiman
transmigrasi;

g. fasilitasi pengukuran dan pembagian
lahan pekarangan dan lahan usaha,
pengukuran dan pemasangan tanda
batas UPT permukiman, tata batas
dengan kawasan hutan, pengurusan
dan penerbitan SK HPL, sertifikat
HPL dan sertifikat hak milik
transmigran;

h. menyusun dan melaporkan hasil
kegiatan kepada atasan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan

24

Seksi Perpindahan dan
Penempatan
Transmigrasi

melaksanakan penyiapan
bahan pengurusan
Perpindahan dan Penempatan
Transmigrasi.

a. menyiapkan dan menyusun rencana
kegiatan Seksi Perpindahan dan
Penempatan Transmigrasi;

b. memberikan arahan/petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;
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NO

JABATAN RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

. melaksanakan sosialisasi program

transmigrasi;

. melaksanakan penjajakan calon

lokasi penempatan transmigrasi;

. melaksanakan penyuluhan Calon

Transmigran;

. melaksanakan pendaftaran dan

seleksi calon transmigran;

. melaksanakan kerjasama antar daerah

bidang Ketransmigrasian;

. melaksanakan penampungan dan

Pelatihan Dasar Umum (PDU);

i. menyediakan perbekalan dan

angkutan calon transmigran;

j. melakukan fasilitasi Siap Terima

Penempatan (STP);

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan.

25

Seksi Pembinaan dan | melakukan penyiapan bahan
Pengembangan pengurusan pembinaan dan
Kawasan Transmigrasi | pengembangan kawasan
transmigrasi

. menyiapkan dan menyusun rencana

kegiatan Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi ;

. memberikan arahan/petunjuk kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

. melakukan sosialisasi dan bimbingan

teknis pengembangan sosial budaya,
mental spritual dan usaha ekonomi
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JABATAN

RINGKASAN TUGAS

RINCIAN TUGAS

FUNGSI

masyarakat transmigrasi
(IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS);

. melaksanakan fasilitasi pembentukan

dan pengembangan kelembagaan;

. melaksanakan fasilitasi penyediaan

dan pengembangan sarana prasarana
sosial budaya, mental spritual dan
ekonomi;

. melakukan penyediaan jaminan

hidup transmigran, sarana produksi
paket A (T + 1), fasilitasi bantuan
saprotan;

. menyusun dan melaporkan hasil

kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan.
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TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

TUGAS

FUNGSI

Kepala BLK

Memimpin, mengendalikan
dan mengkoordinasikan
kegiatan menyusun bahan
kebijakan teknis, rencana
program dan kegiatan,
fasilitasi, monitoring,
koordinasi, penilaian,
analisis, evaluasi dan
pelaporan pada Balai
Pelatihan Kerja

. Menyusun rencana program dan

kegiatan ketatausahaan berdasarkan
prioritas sesuai RPJMD, Renstra,
agar menghasilkan Dokumen
Rencana Kerja Tahunan, RKA, dan
DPA;

. Menyusun kebijakan teknis,

koordinasi, fasilitasi program
pelatihan kerja.

. Menyusun rencana dan pelaksanaan

kegiatan pelatihan ,serta kerjasama
pelatihan.

. Menyusun dan menyebarluaskan

informasi pelatihan kerja.

. Melakukan pelatihan dan uji

keterampilan/ujikompetensi dan
sertifikasi tenaga kerja.

. Melakukan TNA (Training Need

Analysis) dalam rangka
mendekatkan kurikulum silabus
dengan dunia kerja.

. Mendayagunakan fasilitas pelatihan

dan pelayanan kepada masyarakat.

. Memantau dan mengendalikan

latihan kerja.

. Penyusunan kebijakan teknis program

pelatihan kerja.

. Penyusunan rencana program dan kegiatan

pelatihan kerja serta kerjasama pelatihan.

. Penyusunan penyelenggaraan dan

penyebarluasan informasi pelatihan kerja.

. Penyusunan penyelenggaraan program

pelatihan kerja dan uji
keterampilan/kompetensi dan sertifikasi
tenaga kerja.

. Penyusunan kurikulum silabus sesuai hasil

TNA (Training Need Analysis).

. Penyusunan fasilitasi pelatihan dan

pelayanan kepada masyarakat.

. Penyusunan pemantauan pengendalian

evaluasi latihan kerja.

. Penyusunan pelaksanaan administrasi

umum dan keuangan.
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JABATAN

RINGKASAN TUGAS

TUGAS

FUNGSI

9.

Menyiapkan bahan laporan kinerja
instansi pemerintah LKPJ, LPPD,
RLPPD dan laporan kegiatan unit;

10.Menyelenggarakan administrasi

umum dan keuangan.

Sub Bagian Tata
Usaha

Menyusun, menghimpun,
menyiapkan bahan
pengelolaan urusan tatausaha
kepegawaian, perlengkapan
keuangan, rumah tangga dan
melaksanakan koordinasi,
pembinaan administrasi di
lingkungan BLK NTB.

8.

9.

Menyusun rencana program
langkah-langkah operasional
kegiatan ketatausahaan.
Memproses surat masuk dan keluar
dan mendokumentasikan.
Menyiapkan bahan konsep program
dan koordinasi pelatihan kerja.
Menyiapkan bahan pengelolaan
urusan tata usaha.

Menyiapkan bahan dan proses
urusan kepegawaian.

Menyiapkan bahan dan proses
perlengkapan kantor.

Menyiapkan bahan dan konsep
inventarisasi dan pemeliharaan
barang.

Menyiapkan bahan dan konsep
administrasi keuangan DPA.
Memeriksa dan meneliti SPJ serta
kelengkapannya.

10.Mengidentifikasi permasalahan yang

timbul dalam pelaksanaan tugas.

11.Menyusun laporan tentang

pelaksanaan kegiatan BLK.

. Penyusunan rencana program langkah-

langkah operasional kegiatan
ketatausahaan.

. Pemprosesan surat masuk dan keluar dan

mendokumentasikan.

. Penyusunan bahan program dan koordinasi

pelatihan kerja.

. Penyusunan bahan penyelenggaraan urusan

tata usaha.

. Penyusunan bahan dan proses urusan

kepegawaian.

. Penyusunan bahan dan proses

perlengkapan kantor.

. Penyusunan bahan dan konsep inventaris

dan pemeliharaan barang.

. Penyusunan bahan dan konsep administrasi

keuangan DPA.

Pemeriksaan dan meneliti SPJ serta
kelengkapan administrasi keuangan.
Penyusunan identifikasi permasalahan yang
timbul dalam pelaksanaan tugas.

. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan

kegiatan BLK.
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JABATAN

RINGKASAN TUGAS

TUGAS

FUNGSI

Seksi Penyelenggara
Pelatihan Kerja

Menyusun rencana dan
program, bahan penyusunan
sertifikasi pengembangan
program pelatihan kerja,
melaksanakan pelatihan kerja
dan meyiapkan bahan
evaluasi dan pelaporan dalam
penyelenggaraan pelatihan
kerja.

. Menyiapkan rencana program

kegiatan pelatihan kerja.

. Merencanakan uji kompetensi

melalui sertifikasi.

. Menyelenggarakan pengembangan

program pelatihan kerja.

. Menyusun kurikulum, silabus dan

modul pelatihan kerja.

. Melaksanakan rekruitmen dan

seleksi peserta pelatihan kerja.

. Menyusun jadwal kegiatan pelatihan

kerja.

. Menyelenggarakan pelatihan kerja .
. Menyusun laporan penyelenggaraan

pelatihan kerja sesuai aturan yang
telah ditetapkan.

. Penyusunan rencana program kegiatan

pelatihan Kkerja.

. Penyusunan rencana program uji

kompetensi.

. Penyelenggaraan pengembangan program

pelatihan Kkerja.

. Penyusunan kurikulum, silabus dan modul

pelatihan kerja.

. Pelaksanaan rekruitmen dan seleksi peserta

pelatihan kerja.

. Penyusunan jadual kegiatan pelatihan

kerja.

. Penyelenggaraan pelatihan kerja.
. Penyusun laporan penyelenggaraan

pelatihan kerja sesuai aturan yang telah
ditetapkan.

Seksi Pemantauan dan
Evaluasi Pelatihan
Kerja

Menyusun bahan
rencana/program pemantauan
hasil pelatihan kerja,
pengawasan uji kompetensi,
penilaian penentuan lulusan
dan penyiapan bahan evaluasi
penyelenggaraan pelatihan
dan monitoring lulusan
pelatihan kerja.

. Menyiapkan bahan rencana/program

pemantauan hasil pelatihan kerja.

. Menyiapkan konsep koordinasi

dengan dunia kerja dalam rangka
OJT (On The Job Training).

. Mengidentifikasi tempat-tempat OJT

(On The Job Training).

. Menyusun bahan konsep evaluasi

penyelenggaraan program pelatihan
kerja.

. Mengidentifikasi permasalahan hasil

pelaksanan evaluasi pelatihan kerja.

. Penyusunan rencana/program pemantauan

hasil pelatihan kerja.

. Penyusunan rencana koordinasi dengan

dunia kerja untuk OJT dan penempatan.

. Penyusunan identifikasi tempat-tempat

OJT.

. Penyusunan bahan evaluasi

penyelenggaraan program pelatihan kerja.

. Penyusunan masalah hasil pelaksanaan

evaluasi pelatihan kerja.

. Penyusunan data penempatan lulusan

pelatihan kerja.
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NO JABATAN RINGKASAN TUGAS TUGAS FUNGSI
. Menyusun data penempatan lulusan . Penyusunan laporan hasil evaluasi
pelatihan kerja. pelaksanaan program pelatihan kerja.
. Menyusun laporan hasil evaluasi
pelaksanaan program pelatihan
kerja.
Kepala Balai Memimpin, mengendalikan . menyusun rencana program dan . Perumusan bahan perencanaan dan
Pengawasan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan berdasarkan program pengawasan , pemeriksaan dan

Ketenagakerjaan Pulau
Lombok

kegiatan Menyusun bahan
kebijakan teknis, rencana
program dan kegiatan,
fasilitasi, monitoring,
koordinasi, penilaian,
analisis, evaluasi dan
pelaporan pada Balai
Pengawasan Ketenaga
Kerjaan Pulau Lombok

prioritas sesuai RPJMD, Renstra,
agar menghasilkan Dokumen
Rencana Kerja Tahunan, RKA, dan
DPA;

. Merumuskan bahan perencanaan dan

program pengawasan, pemeriksaan
dan pengujian pelaksanaan norma
ketenagakerjaan, Norma K3 dan
pemberdayaan pengawasan dan
penegakan hukum, serta pengujian
dan pelatihan K3

. Merumuskan pemberian pelayanan

konsultasi Pengawasan, pemeriksaan
dan pengujian norma kerja dan K3
dan Penegakan hukum
Ketenagakerjaan di perusahaan, serta
pengujian dan pelatihan K3

. Merumuskan bahan pelaksanaan

koordinasi proses penegakan hukum
ketenagakerjaan.

pengujian pelaksanaan norma
ketenagakerjaan, Norma K3 serta
pemberdayaan pengawasan dan penegakan
hukum, serta pengujian dan pelatihan K3

. Perumusan pemberian dan pelayanan

konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian norma kerja dan K3 di
perusahaan, serta pengujian dan pelatihan
K3

. Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi

proses penegakan hukum ketenagakerjaan.

. Perumusan bahan sosialisasi dan

bimbingan teknis pengawasan norma kerja
dan Norma K3, serta pengujian dan
pelatihan K3

. Perumusan dan pemantauan pengendalian

pengawasan norma kerja dan K3, serta
pengujian dan pelatihan K3
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JABATAN

RINGKASAN TUGAS

TUGAS

FUNGSI

. Merumuskan bahan sosialisasi dan

bimbingan teknis pengawasan norma
kerja dan Norma K3, serta pengujian
dan pelatihan K3

Menyiapkan bahan laporan kinerja
instansi pemerintah LKPJ, LPPD,
RLPPD dan laporan kegiatan unit;

. Merumuskan dan pemantauan

pengendalian pengawasan norma
kerja dan K3, serta pengujian dan
pelatihan K3

. Melaksanakan tugas lain yang

diberikan atasan

Kasubag Tata Usaha

Menghimpun, Menyiapkan
bahan penyusunan kebijakan
teknis, urusan perencanaan
operasional, kepegawaian,
perlengkapan rumahtangga,
administrasi umum,
monitoring dan evaluasi,
pembinaan admnistrasi
lingkup UPTD Pengawas
Ketenagakerjaan dan K3,
dan pelaporan sebagai bahan
penyusunan kebijakan.

. Menyiapkan bahan penyusunan

urusan perencanaan operasional,
adanya bahan perencanaan

. Menyiapkan bahan penyusunan

urusan kepegawaian, data
kepegawaian

. Menyiapkan bahan penyusunan

urusan perlengkapan rumahtangga
data perlengkapan

. Menyiapkan bahan penyusunan

urusan administrasi umum,
pembagian tugas, surat dll
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JABATAN

RINGKASAN TUGAS

TUGAS
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. Menyiapkan bahan penyusunan

monitoring dan evaluasi,
rekomendasi

Menyiapkan bahan penyusunan
pembinaan admnistrasi lingkup
UPTD Pengawas Ketenagakerjaan
dan K3

. Menyiapkan bahan penyusunan

pelaporan sebagai bahan
penyusunan kebijakan. laporan

. Melaksanakan tugas lain yang

diberikan atasan

Kepala Seksi
Pengawasan Norma
Ketenagakerjaan

Melakukan pembinaan norma
umum dan norma khusus serta
Pembinaan terhadap kinerja
pegawai pengawas
ketenagakerjaan.

. Merumuskan kebijakan penyiapan

bahan pembinaan dan penyusunan
teknis norma ketenagakerjaan dan
penegakan hukum;

. Merumuskan pelaksanaan

pengawasan norma ketenagakerjaan
terhadap pelaksanaan perundang-
undangan ketenagakerjaan yang
meliputi: pengawasan upah,
perlindungan jamsos, perlindungan
tenaga kerja anak dan perempuan,
tenaga kerja asing, penempatan dan
penyaluran tenaga kerja,
pengawasan waktu kerja dan waktu
istirahat
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JABATAN

RINGKASAN TUGAS

TUGAS

FUNGSI

c. Merumuskan kebijakan dan
melakukan pemetaan kasus-kasus
ketenaga kerjaan dalam upaya
penegakan hukum;

d. Merumuskan bahan inventarsasi data

ketenaga kerjaan sebagai pelaksana
Undang-undang Nomor 7 Tahun
1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan;

e. Merumuskan penyiapan dan
penyusunan bahan pelatihan serta
pengembangan bidang norma
ketenagakerjaan;

f. Melaksanakan tugas lain yang
diberikan atasan.

Kepala Seksi
Pelayanan keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3)

Menghimpun, menyiapkan
bahan penyusunan
penyusunan kebijakan teknis,
penyusunan rencana program
dan kegiatan, anggaran,
pemasaran, pengkajian,
koordinasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
kegiatan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan
lingkungan kerja berupa
rencana kerja

a. Menyiapkan bahan penyusunan
rencana kerja pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan
kerja berupa rencana kerja

b. Menyiapkan bahan penyusunan
program dan kegiatan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan
kerja berupa rencana kerja berupa
program kegiatan
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RINGKASAN TUGAS

TUGAS

FUNGSI

c. Menyiapkan bahan penyusunan
anggaran kegiatan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan
kerja

d. Menyiapkan bahan penyusunan
pemasaran pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,
dan lingkungan kerja

e. Menyiapkan bahan penyusunan
pengkajian pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,
dan lingkungan kerja

f. Menyiapkan bahan penyusunan
koordinasi dan monitoring kegiatan
pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja, dan
lingkungan kerja

g. Menyiapkan bahan informasi dan
dokumentasi pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan
kerja
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RINGKASAN TUGAS
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h. Menyiapkan bahan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan
kerja pelatihan dan pengujian
sebagai bahan penysunan kebijakan
di bidang K3

i. Menyiapkan bahan pengendalian
mutu laboratorium pengujian dan
sarana K3.

J- Menyiapkan bahan peningkatan
kompetensi SDM di bidang K3

k. Menyiapkan bahan analisa,
pengkajian, dan perekayasaan
teknologi di bidang K3

I. Melaksanakan tugas lainnya yang
diberikan atasan

Kepala Balai
Pengawasan
Ketenagakerjaan Pulau
Sumbawa

Memimpin, mengendalikan
dan mengkoordinasikan
kegiatan Menyusun bahan
kebijakan teknis, rencana
program dan kegiatan,
fasilitasi, monitoring,

a. menyusun rencana program dan
kegiatan ketatausahaan berdasarkan
prioritas sesuai RPJMD, Renstra,
agar menghasilkan Dokumen
Rencana Kerja Tahunan, RKA, dan
DPA,;

a. Perumusan bahan perencanaan dan
program pengawasan , pemeriksaan dan
pengujian pelaksanaan norma
ketenagakerjaan, Norma K3 serta
pemberdayaan pengawasan dan penegakan
hukum, serta pengujian dan pelatihan K3
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TUGAS
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koordinasi, penilaian,
analisis, evaluasi dan
pelaporan pada Balai
Pengawasan Ketenaga
Kerjaan Pulau Sumbawa

. Merumuskan bahan perencanaan dan

program pengawasan , pemeriksaan
dan pengujian pelaksanaan norma
ketenagakerjaan, Norma K3 dan
pemberdayaan pengawasan dan
penegakan hukum, serta pengujian
dan pelatihan K3

. Merumuskan pemberian pelayanan

konsultasi Pengawasan, pemeriksaan
dan pengujian norma kerja dan K3
dan Penegakan hukum
Ketenagakerjaan diperusahaan, serta
pengujian dan pelatihan K3

. Merumuskan bahan pelaksanaan

koordinasi proses penegakan hukum
ketenagakerjaan.

. Merumuskan bahan sosialisasi dan

bimbingan teknis pengawasan norma
kerja dan Norma K3, serta pengujian
dan pelatihan K3

Menyiapkan bahan laporan kinerja
instansi pemerintah LKPJ, LPPD,
RLPPD dan laporan kegiatan unit;

. Merumuskan dan pemantauan

pengendalian pengawasan norma
kerja dan K3, serta pengujian dan
pelatihan K3

. Melaksanakan tugas lain yang

diberikan atasan

. Perumusan pemberian dan pelayanan

konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian norma kerja dan K3
diperusahaan, serta pengujian dan pelatihan
K3

. Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi

proses penegakan hukum ketenagakerjaan.

. Perumusan bahan sosialisasi dan

bimbingan teknis pengawasan norma kerja
dan Norma K3, serta pengujian dan
pelatihan K3

. Perumusan dan pemantauan pengendalian

pengawasan norma kerja dan K3, serta
pengujian dan pelatihan K3
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Kasubag Tata Usaha

Menghimpun, Menyiapkan
bahan penyusunan kebijakan
teknis, urusan perencanaan
operasional, kepegawaian,
perlengkapan rumahtangga,
administras iumum,
monitoring dan evaluasi,
pembinaan admnistrasi
lingkup UPTD Pengawas
Ketenagakerjaan dan K3,
dan pelaporan sebagai bahan
penyusunan kebijakan.

. Menyiapkan bahan penyusunan

urusan perencanaan operasional,
adanya bahan perencanaan

. Menyiapkan bahan penyusunan

urusan kepegawaian, data
kepegawaian

. Menyiapkan bahan penyusunan

urusan perlengkapan rumahtangga
data perlengkapan

. Menyiapkan bahan penyusunan

urusan administrasi umum,
pembagian tugas, surat dll

. Menyiapkan bahan penyusunan

monitoring dan evaluasi,
rekomendasi

Menyiapkan bahan penyusunan
pembinaan admnistrasi lingkup
UPTD Pengawas Ketenagakerjaan
dan K3

. Menyiapkan bahan penyusunan

pelaporan sebagai bahan
penyusunan kebijakan

. Melaksanakan tugas lain yang

diberikan atasan
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NO JABATAN RINGKASAN TUGAS TUGAS FUNGSI
Kepala Seksi Melakukan pembinaan norma . Merumuskan kebijakan penyiapan
Pengawasan Norma umum dan norma khusus serta bahan pembinaan dan penyusunan
Ketenagakerjaan Pembinaan terhadap kinerja teknis norma ketenagakerjaan dan
pegawai pengawas penegakan hukum;
ketenagakerjaan. . Merumuskan pelaksanaan

pengawasan norma ketenagakerjaan
terhadap pelaksanaan perundang-
undangan ketenagakerjaan yang
meliputi: pengawasan upah,
perlindungan jamsos, perlindungan
tenaga kerja anak dan perempuan,
tenaga Kkerja asing, penempatan dan
penyaluran tenaga kerja,
pengawasan waktu kerja dan waktu
istirahat

. Merumuskan kebijakan dan

melakukan pemetaan kasus-kasus
ketenaga kerjaan dalam upaya
penegakan hukum;

. Merumuskan bahan inventarsasi data

ketenaga kerjaan sebagai pelaksana
Undang-undang Nomor 7 Tahun
1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan;

. Merumuskan penyiapan dan

penyusunan bahan pelatihan serta
pengembangan bidang norma
ketenagakerjaan;

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

43




NO JABATAN RINGKASAN TUGAS TUGAS FUNGSI
f. Melaksanakan tugas lain yang
diberikan atasan.
Kepala Seksi Menghimpun, menyiapkan a. Menyiapkan bahan penyusunan

Pelayanan keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3)

bahan penyusunan
penyusunan kebijakan teknis,
penyusunan rencana program
dan kegiatan, anggaran,
pemasaran, pengkajian,
koordinasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
kegiatan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan
lingkungan kerja berupa
rencana kerja

rencana kerja pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja, dan lingkungan
kerja berupa rencana kerja

b. Menyiapkan bahan penyusunan
program dan kegiatan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan
kerja berupa rencana kerja berupa
program kegiatan

c. Menyiapkan bahan penyusunan
anggaran kegiatan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan
lingkungankerja

d. Menyiapkan bahan penyusunan
pemasaran pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,
dan lingkungan kerja

e. Menyiapkan bahan penyusunan
pengkajian pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan
kerja,dan lingkungan kerja

f. Menyiapkan bahan penyusunan
koordinasi dan monitoring kegiatan
pengujian dan pelatihan kesehatan
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NO

JABATAN

RINGKASAN TUGAS

TUGAS

FUNGSI

kerja, keselamatan kerja,dan
lingkungan kerja

g. Menyiapkan bahan informasi dan
dokumentasi pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan
kerja

h. Menyiapkan bahan pengujian dan
pelatihan kesehatan kerja,
keselamatan kerja,dan lingkungan
kerja pelatihan dan pengujian
sebagai bahan penysunan kebijakan
di bidang K3

I. Menyiapkan bahan pengendalian
mutu laboratorium pengujian dan
sarana K3.

j. Menyiapkan bahan peningkatan
kompetensi SDM di bidang K3

k. Menyiapkan bahan analisa,
pengkajian, dan perekayasaan
teknologi di bidang K3

I. Melaksanakan tugas lainnya yang
diberikan atasan
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STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS

IDr. MUHAMMAD AGUS PATRIA, S.H., M.H
196108011987101002
Pembina Utama Madya (I1V/d)

KELOMPOK
JAFUNG

SESUAI PERATURAN GUBERNUR NTB

NOMOR

TANGGAL :

SEKRETARIS

Drs. MUSTA'IN. S.S., MM
Pembina Tk.1 ( IV/b)
NIP.19661231 199003 1 133

SUBAG PROGRAM

IVl. WAHID DUDY KUKNIAW AN, d.>1.,
M.Si

Penata Tk. I (III/d)
NIP.198112192008011005

SUBAG KEUANGAN
SUKARDI, SE

Penata Tk. I (III/d)
NIP.19620427 198403 1 009

SUBAG UMUM
JAINUDDIN, S.Sos, M.M

Pembina (IV/a)
NIP.19690608 199312 1 002

BID. PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KERJA

BID. PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

ABDUL HADI, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP.19651231 198603 1 198

Dra. HJ. RR. SR RAHMATARI, M.M
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.196601121990032009

]

SEKSI INFORMASI PASAR KERJA

SEKSI PEMBINAAN INSTRUKTUR
DAN KELEMBAGAAN

SAIFUL ABUBAKAR, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP.196901011990031016

Hj. SITI EMI, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19650514 198503 2 006

SEKSI PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PEMBINAAN TENAGA
KERJA ASING

SEKSI PEMAGANGAN

H. SUHUD, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620606 198503 1 024

H. MOH. HAMKA, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP.19610722 198503 1 011

SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA

SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

M. ANANG YUSRAN, S.Psi.,M.M.
Penata TK. I (I1I/d)
NIP.19800511 200604 1 008

LOWONG

1

[ BID. FEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

TLAACALEDRIZA

BID. PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

BIDANG KETRANSMIGRASIAN

NASIP, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I ( IV/b)
NIP.196312311989021028

SYARIF LUTFIM, S.E., M.Si
Pembina Tk. I ( IV/b)
NIP.196208201996031004

Drs. JAMALUDIN
Pembina (IV/a)
NIP.'196312311999031037

SR |

SEKSI SYARAT KERJA, KELEMBAGAAN
DAN KERJASAMA HUB.INDUSTRIAL

SEKSI NORMA KETENAGAKERJAAN

SEKSI PENYEDIAAN AREAL DAN
PEMBINAAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI

LALU DARMA, SH., MH
Pembina (IV/a)
19630315 198803 1 020

H. MOH. SAUD, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19630102 198611 1 003

SUWITO, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP.196407011988031011

SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN

SEKSI KESELAMATAN DAN

SEKSI PERPINDAHAN DAN

NIP.19611231 198203 1 278

SOSIAL TENAGA KERJA KESEHATAN KERJA PENEMPATAN TRANSMIGRASI
MUSNADI, SH AGUS SUDRAJAT, S.Sos, M.Si
LOWONG Penata Tk. I (11I/d) Penata TK. I (1II/d)

NIP.19641018 198603 1 016

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN
PERSELISTHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI PEMBERDAYAAN PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN HUKUM

SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

LOWONG

BINAHAR MARPAUNG, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP.19630620 198601 1 002

KEMA, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP.19691231 198903 1 042

UPTD
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BALAI HYPERKES

BALAI LATIHAN MASYARAKAT

BALAI LATIHAN KERJA

BALAI PENGAWASAN

BALAI PENGAWASAN

DAN KESELAMATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI ( BLK) KETENAGAKERJAAN PULAU LOMBOK KETENAGAKERJAAN PULAU
SUMBAWA
SAHNAN, S.Sos Hj. SRI WILUJENG, S.Sos., MM LALU WIJAMAN, SH., MH EDI RAMLAN, SKM., MPH
LOWONG Penata Tk. I (11I/d) Pembina (IV/a) Pembina Tk I (IV/b) Pembina (IV/a)
NIP. 196712311990031103 NIP. 19630722 198503 2 010 NIP. 19631231 199303 1 149 NIP. 19711111 199203 1 006
| | | | ]
SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN TATA USAHA

NASIRUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (1II/d )

NIP.19670817 198903 1 015

HASANUDDIN, S.IP
Penata Tk. I (11I/d)
NIP.19611231 198303 1 301

Hj. SRI UTAMLI, S.Pd
Penata (I1I/c)

NIP.19671218 199102 2 002

BAIQ NURHAYAT], S.Sos
Penata Tk. I (111/d)

NIP.19610505 198402 2 003

LOWONG

SEKSI PELATIHAN DAN
PENGUJIAN

SEKSI PELATIHAN
TRANSMIGRASI

SEKSI PENYELENGGARA LATIHAN
KERJA

SEKSI NORMA KERJA

SEKSI NORMA KERJA

Hj. MURA NUR ATRIYANT], S.Pd
Penata Tk. I (111/d)
NIP. 19690613 198903 2 008

Dra. BQ. RAHMATULLAH
Penata Tk. I (11I/d)
NIP.19611231 198303 2 247

HUSNUSSABRI, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP.19710921 199402 1 002

Hj. NINA TRIANA, SH, M.Si
Penata Tk. I (111/d)

NIP.19730802 199903 2 005

SYAMSUDDIN, SE
Penata Tk. I (111/d)
NIP. 19620807 198508 1 002

SEKSI PEMASARAN DAN
KERJASAMA

SEKSI RENCANA DAN
EVALUASI

SEKSI PEMANTAUAN DAN
EVALUASI LATIHAN KERJA

SEKSI KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

SEKSI KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

AMALIA SHUFIANA, S.Si. Apt
Penata (I1I/c)
NIP.19800711 200604 2 008

M. HAIRUSALEH, S. ST
Penata (1lI/c)

NIP.19691231 199401 1 011

SUHAIM]I, S.Sos
Penata Tk. I (I1I/d)
NIP.196303171992031009

LALU MUSLIHIN D, SH
Penata Tk. I (I1I/d)

NIP. 19641231 198503 1 143

SUHIRNO, SH.
Penata Tk. I (II/d)

NIP. 19680804 199103 1 010
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2.2. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi NTB didukung oleh 189 orang aparatur yang terdiri atas laki — laki 128

orang dan perempuan 61 orang. Komposisi sumberdaya manusia pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dapat dilihat pada rincian berikut :

Tingkat Pendidikan

e S-3 : 1
o S-2 : 18
e S-1 : 101
e D-IV : 1
e D-III : 11
e D-II : -
e D-1I : -
e SLTA/ Sederajat : 47
e SLTP/ Sederajat : 9
e SD/ Sederajat : 1
Pendidikan Penjenjangan

e Diklatpim Il : 1
e Diklatpim Il1 : 10
e Diklatpim IV : 30
e Belum Diklatpim . 149

Kepangkatan dan Golongan

e Pembina Utama Madya (1V/d) 1
e Pembina Utama Muda (1V/c) 2
e Pembina Tingkat I (IV/b) : 8
e Pembina (IV/a) : 23
e Penata Tingkat I (111/d) : 43
e Penata(Ill/c) : 24
e Penata Muda Tingkat |1 (111 /b)) X 22
e Penata Muda (I11/a) X 18
e Pengatur Tingkat I (11/d) : 5
e Pengatur (11/c) : 25
e Pengatur Muda Tingkat I (11/b) X 6
e Pengatur Muda (11/a) X 5
e JuruTingkat 1 (1/d) : 1
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Juru(1l/c)
Juru Muda Tingkat 1 (1/b)
Juru Muda (1/a)

Esselonisasi

Esselon Il a
Esselon Il a
Esselon IV a
Non eselon

Agama

Jabatan Struktural dan Fungsional

Islam

Hindu

Budha

Kristen Protestan
Kristen Katholik

Struktural
Fungsional
Staff

Umur

20-30
31-40
41 -50
51-60

Sarana dan Prasarana

10
29
149

164
21

40
45
104

57
56
73

orang
orang
orang

orang
orang
orang
orang

orang
orang
orang
orang
orang

orang
orang
orang

orang
orang
orang
orang

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan
adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai disamping dukungan sumber
daya manusia (aparatur). Beberapa dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :
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Daftar Sarana dan Prasarana

Tabel 2.1

Kondisi
No Jenis Barang Jumlah
B RR RB

1 2 3 4 5 6

1 Tanah 4 - - 11.036 M2
2 Gedung 32 - - 32 unit
3 Mess 8 - - 8 unit
4 Kendaraan Roda 4 4 7 - 11 unit
5 Kendaraan Roda 2 35 - 11 46 unit
6 Mesin Ketik 15 2 2 19 unit
7 Komputer 66 4 6 76 unit
8 Printer 43 4 7 54 unit
9 Modem Intertnet - - - - unit
10 LCD 2 - - 2 unit
11 Lap Top 32 - - 32 unit
12 Stavol 21 - - 21 unit
13 UPS 4 - - 4 unit
14 Power Suply 6 - - 6 unit
15 Loud Speaker sound system 4 9 7 20 unit
16 Lemari besi - 10 23 33 unit
17 Filling besi/metal 2 16 40 58 unit
18 Lemari kayu 65 11 29 105 unit
19 Rak kayu 15 - - 15 unit
20 Lemari arsip 13 - - 13 unit
21 Brankas 6 10 1 17 unit
22 Filling kayu 40 - - 40 unit
23 Meja Biro 78 - 24 102 unit
23 Meja kayu 10 - 6 16 unit
24 Permadani / gorden 2 - - 2 buah
25 Meja Ketik - 2 15 17 unit
26 Meja Rapat 20 - - 20 unit
27 Meja Komputer 14 - 11 25 unit
28 Kursi Putar 23 - 4 27 unit
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Kondisi
No Jenis Barang Jumlah
B RR RB

29 Kursi Biasa 128 - - 128 unit
30 Buffet kayu 1 - - 1 unit
31 Kursi Tangan 60 - - 60 unit
32 Kursi Besi 51 3 104 158 unit
33 Kursi Lipat 299 - - 299 unit
34 Kursi Tamu 5 - 20 25 unit
35 Kipas Angin 26 1 - 27unit
36 Wirless 3 1 13 17 unit
37 Televisi 8 - 1 9 unit
38 White Board - 3 24 27 buah
39 Papan Visual 9 1 - 10 buah
40 Peta 11 1 - 12 buah
41 Jam Dinding - 28 - 28 buah
42 AC 60 8 22 90 unit
43 Dispencer 5 - - 5 buah
44 Kulkas 3 - 2 5 unit
45 Alat las listrik - 1 - 1 unit
46 Camera Video - 5 - 5 unit
47 Handycam - 4 - 4 unit
48 Kamera 4 6 4 14 unit
49 Faximile 1 - 6 7 unit
50 Interphone 9 - - 9 unit
51 Mic 10 1 - 11 buah
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2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Tabel 2.2

JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN

NO.

BIDANG / UPTD

JENIS PELAYANAN

KELOMPOK
SASARAN

Sekretariat

membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan pembinaan
administrasi yang meliputi
penghimpunan dan penganalisaan
data dalam rangka penyusunan
program/ kerja dan pelaporan,
ketatausahaan, umum,
kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan pemeliharaan
kantor

Aparatur Sipil
Negara lingkup
Disnakertrans

Bidang Penempatan
dan Perluasan Kerja

menyediakan informasi pasar kerja,
melakukan penempatan dan
perlindungan tenaga kerja,
pembinaan terhadap lembaga
penempatan tenaga kerja,
pengendalian tenaga kerja asing
dan pengembangan / perluasan
kesempatan kerja sistim padat
karya, teknologi tepatguna dan
perluasan kesempatan kerja sektor
informal.

Pencari kerja, Calon
PMI, PMI, TKA

Bidang Pelatihan
Dan Produktivitas
Tenaga Kerja.

perumusan kebijaksanaan
pembinaan pelatihan, Instruktur
dan tenaga kepelatihan
kelembagaan pelatihan,
pemagangan dan produktivitas
tenaga kerja.

Pencari Kerja,
Calon PMI dan PMI
Purna

Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial
Dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

menyiapkan bahan penyusunan dan
penetapan pedoman tentang
kebijakan hubungan indutrial,
pembinaan hubungan kerja, syarat-
syarat kerja, perjanjian kerja,
pengupahan, jaminan sosial,
penyelesaian perselisihan serta
pengembangan sarana hubungan
industrial (kelembagaan dan kerja
sama hubungan industrial).

Perusahaan dan
Tenaga Kerja

Bidang Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan

melakukan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan,
pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian pelaksanaan norma

Perusahaan dan
Tenaga Kerja

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

52




NO.

BIDANG / UPTD

JENIS PELAYANAN

KELOMPOK
SASARAN

ketenagakerjaan, norma
keselamatan dan kesehatan kerja,
serta pemberdayaan pengawasan
dan penegakan hukum
ketenagakerjaan.

Bidang
Ketransmigrasian

Melaksanakan perumusan
kebijakan, Fasilitasi dan
penyusunan rencana teknis,
koordinasi, bimbingan teknis dan
supervisi, penyediaan areal,
pembinaan permukiman,
perpindahan dan penempatan,
pembinaan dan pengembangan
kawasan transmigrasi.

Masyarakat dan
Transmigran

Balai Latihan Kerja
NTB

Menyusun bahan kebijakan teknis
rencana program, Pengkajian dan
analisis koordinasi, fasilitasi
pemantauan dan pengendalian dan
pelaporan program pelatihan kerja.

Masyarakat dan
Pencari Kerja

Balai Pengawasan
Ketenagakerjaan
Pulau Lombok

Merumusan kebijakan teknis
perencanaan, pembinaan, fasilitasi,
pengkajian, koordinasi, analisis dan
evaluasi penyelenggaraan
pengawasan ketenagakerjaan di
Pulau Lombok

Perusahaan dan
Tenaga Kerja di
Pulau Lombok

Balai Pengawasan
Ketenagakerjaan
Pulau Sumbawa

Merumusan kebijakan teknis
perencanaan, pembinaan, fasilitasi,
pengkajian, koordinasi, analisis dan
evaluasi penyelenggaraan
pengawasan ketenagakerjaan di
Pulau Sumbawa

Perusahaan dan
Tenaga Kerja di
Pulau Sumbawa
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BAB 111
PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait Dengan Pelayanan
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, permasalahan yang dihadapi oleh
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait ketenagakerjaan sebagai urusan
wajib dan ketransmigrasian sebagai urusan pilihan, mencakup :

a.

Secara demografis, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah
4.896.162 jiwa, terdiri atas 2.375.750 jiwa laki-laki dan 2.520.412 jiwa
perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,26. Pulau Lombok dengan
luas daratan 4.738,70 km persegi (22,78 %) berpenduduk 3.434.708 jiwa,
sedangkan Pulau Sumbawa yang luas daratannya 15.414.45 km persegi (77,22
%) hanya berpenduduk 1.461.545 jiwa.

Terjadinya transfomasi struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian) ke
sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) yang tidak diiringi dengan
transformasi kualifikasi ketenagakerjaan yang memadai. Pertumbuhan sektor
sekunder dan tersier pun tidak diimbangi oleh kualitas tenaga kerja yang
sehingga keadaan tersebut berpengaruh pada jumlah pengangguran.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan
masyarakat perkotaan. Ketimpangan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber
daya alam di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum optimal
serta pembangunan infrastruktur pendukung yang belum memadai.

Tujuan umum pembangunan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara
Barat adalah membentuk iklim sosial ekonomi dan budaya yang mendukung
produktivitas tenaga kerja sehingga dapat hidup layak, berkualitas dan sejahtera,
sedangkan tujuan umum pembangunan bidang ketransmigrasian adalah fasilitasi
perpindahan penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam secara
berkesinambungan di wilayah potensial melalui penyediaan areal permukiman
yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan secara
asri dan lestari sehingga transmigran dapat hidup secara berkualitas dan
sejahtera.

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan bidang
ketenagakerjaan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang produktif dan
berkualitas dalam hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan,
sedangkan sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian adalah meningkatnya
kemampuan dan kemandirian transmigran dalam mengembangkan usahanya di
lingkungan permukiman baru.

Dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran pembangunan tersebut maka
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan
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program dan kegiatan yang didukung oleh dana APBD Provinsi NTB dan dana
dekosentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R1.

3.2. Hasil-Hasil Yang Dicapai Lima Tahun Terakhir (2013-2018)
3.2.1. Ketenagakerjaan

1) Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Perkembangan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran
Indonesia [ PMI ] melalui LTSP sebagai berikut :

Tabel 3.1. Penempatan PMI di Luar Negeri

No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2014 36.219 9.968 46.187
2 2015 28.556 6.756 35.312
3 2016 22.581 5.114 27.695
4 2017 20.564 5.223 25.787
5 2018 22.842 3.820 26.662

2) PMI Deportasi

Sebagai bagian dari peningkatan pelayanan terhadap PMI melalui LTSP, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melakukan kerja sama dan
koordinasi dengan BNP2PMI, BP3PMI, Kepolisian, Dinas Sosial dan
perusahaan angkutan darat untuk pemulangan PMI Deportasi, baik yang
dipulangkan dari Malaysia maupun Timur Tengah.

Data berikut menunjukkan jumlah pemulangan PMI dimaksud :
e Tahun 2014 sebanyak 3.130 orang
e Tahun 2015 sebanyak 2.408 orang
e Tahun 2016 sebanyak 2.721 orang
e Tahun 2017 sebanyak 2.416 orang
e Tahun 2018 sebanyak 2.923 orang
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3) Remitansi

Remitansi atau pengiriman uang yang dikirim oleh PMI dari negara-negara Saudi
Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Jordan, Korea, Malaysia, Brunei,
Filipina, Hongkong, Jepang, Singapura dan negara lain ke tanah air khususnya
Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-
2017, baik yang dikirim melalui Bl dan Pos., sebagaimana terlihat pada data
berikut :

e Tahun 2014 sejumlah Rp 1.405.855.774.681,85
e Tahun 2015 sejumlah Rp 1.706.126.895.898,23
e Tahun 2016 sejumlah Rp 1.780.059.904.247,46
e Tahun 2017 sejumlah Rp 1.556.142.543.533,21
e Tahun 2018 sejumlah Rp 1.314.169.814.650,68
4) PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta).

Upaya pembinaan dan penertiban PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja
Indonesia Swasta) yang beroperasi di NTB terus dilakukan secara koordinatif
bersama BP3TKI, Kepolisian Daerah NTB, Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota dan unit terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas
Penanganan TKI terhadap PPTKIS yang nakal/kurang bertanggung jawab
(mengalihkan negara tujuan, memalsukan dokumen, mengabaikan TKI dan lain-
lain) dibekukan aktifitasnya. Perkembangan jumlah PPTKIS adalah :

e Tahun 2014 sebanyak 194 PPTKIS
e Tahun 2015 sebanyak 177 PPTKIS
e Tahun 2016 sebanyak 186 PPTKIS
e Tahun 2017 sebanyak 121 PPTKIS
e Tahun 2018 sebanyak 98 PPTKIS

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, BP3PMI. APJATI Pusat
dan APJATI NTB juga telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi para
Pelaksana Lapangan (PL) PPTKIS sebagai perekrut langsung CTKI di lapangan.
Sehingga diharapkan dapat meminimalisir beroperasinya calo-calo tenaga kerja
liar yang mengatasnamakan PPTKIS tertentu.

5) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebagai hasil
kerjasama PPTKIS dengan perkebunan di provinsi lain dapat terealisasi
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sebanyak 8.858 orang, yang ditempatkan pada sektor perkebunan kelapa sawit
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.2. Jumlah Tenaga Kerja melalui Pola AKAD

No | TAHUN | PRIA | WANITA | JUMLAH | DAERAH TUJUAN

1 2014 3.059 - 3.059 Kep.Riau, Kalbar,
Kalteng, Kalsel,
Kaltim, Sumsel,
Sumbar

2 2015 2.760 - 2.760 Kep.Riau, Kalbar,
Kalteng, Kalsel,
Kaltim, Sumsel,
Sumbar

3 2016 75 - 75 Riau

4 2017 1800 - 1800 Kalbar

5 2018 1164 - 1164 Kalbar, Papua Barat

8.858

6) Tenaga Kerja Asing (TKA)

Tenaga Keja Asing yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prov. NTB selama 5 tahun terakhir jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan masa
berlaku izin kerjanya. Tenaga Kerja Asing bekerja pada berbagai sector
sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Tenaga Kerja Asing (TKA)

No Sektor Tahun
2014 2015 2016 2017 2018

1 | Pertanian 0 0 0 0 0

2 | Pertambangan 5 6 5 6 1
3 | Industri 1 1 0 1
4 | Listrik 0 0 0 0 0

5 | Bangunan 9 11 12 9 10
6 | Perdagangan 12 17 16 20 16
7 | Angkutan 23 25 25 26 28
8 | Keuangan 4 2 4 2 1
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9 | Jasa 24 42 48 40 39
10 | Lain-lain 0 0 0 1 1
Jumlah 78 104 111 104 97

7) Pelatihan

Program pelatihan yang dilakukan dalam upaya menyesuaikan tuntutan pasar
kerja dengan ketrampilan tenaga kerja (link and match) di NTB antara lain
dengan optimalisasi fungsi BLK/LLK/KLK baik milik Pemerintah Provinsi
NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
(LPKS) sebagai mitra kerja pemerintah. Optimalisasi tersebut dengan cara
menerapkan sistem pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dalam dan luar
negeri sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Akumulasi jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih dari tahun 2014 sampai
dengan tahun 2018 dirinci sebagai berikut :

e BLK/LLK/KLK Pemerintah 22.303 orang
e LPKS : 29.444 orang
e Pemagangan Dalam Negeri 1.900 orang
e Pemagangan Luar Negeri : 191 orang

Selain pelatihan kompetensi dan magang, melalui dukungan APBN juga telah
dilaksanakan berbagai pelatihan di kabupaten/kota, bekerjasama dengan dinas
yang menangani ketenagakerjaan kabupaten/kota se-NTB, Dinas Koperasi UKM
dan Disperindag.

Hal lain yang dilakukan terkait dengan pelatihan kompetensi adalah Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB mendorong tumbuh kembangnya
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Sampai tahun 2018 telah terbentuk
228 LPKS di NTB.

8) Hubungan Industrial

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB memfasilitasi kepesertaan
program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja/buruh penerima gaji/upah
(dalam hubungan kerja) menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara
Barat sebanyak 63.395 orang.

9) Penyelesaian Hubungan Industrial
Dalam Hubungan Industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja terjadi pula
perselisihan; terdapat 169 kasus perselisihan yang dilaporkan ke Dinas Tenaga
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Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB. Di antara kasus-kasus tersebut, sebanyak 19
[sembilan belas] kasus dapat diselesaikan secara Bipartit melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat; dan 146 [ seratus empat puluh enam ] kasus dapat
diselesaikan melalui mediasi oleh fungsional mediator dari Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.

3.2.2. Ketransmigrasian
Program pemindahan dan penempatan transmigrasi Prov. NTB selama lima tahun
terakhir, baik di dalam provinsi maupun ke luar provinsi adalah 490 KK atau 2.121
jiwa, dengan sebaran penempatan di dalam provinsi yaitu Kabupaten Bima,
Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat; sedangkan di luar Provinsi
NTB vyaitu ke Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.4. Capaian Indikator RPJMD
Tahun 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI
URAIAN | AWAL
2018 T R T R T R T R T R
TPT(%) | 3,72 3,39 3,26 3,21 3,19 3,17

3.3. Penentuan Isu Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku organisasi
perangkat daerah yang membantu Gubernur Nusa Tenggara Barat urusan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dalam melaksanakan tugas dan fungsi
dirasakan perlu peningkatan kualitasnya. Hal ini disebabkan karena pelayanan
administrasi pemerintahan maupun pembinaan aparatur sipil negara yang perlu
ditingkatkan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja di dalam dan luar negeri
yang masih terbatas, kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan lembaga
ketenagakerjaan masih rendah, hubungan industrial yang kurang harmonis dan jaminan
sosial ketenagakerjaan yang belum optimal, pengawasan pelaksanaan norma dan
penegakan hukum ketenagakerjaan yang kurang memadai, pembinaan penempatan dan
pengembangan kawasan transmigrasi yang terbatas.
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Berdasarkan uraian di atas, beberapa isu strategis yang menjadi dasar penyusunan
Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023
adalah sebagai berikut :

1.

ok~ wn

6.

Peningkatan pelayanan administrasi
sumberdaya manusia.

Penempatan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar Negeri.

Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan.

Peningkatan keharmonisan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Peningkatan  pengawasan  pelaksanaan penegakan
ketenagakerjaan.

Peningkatan pembinaan penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

pemerintahan dan pembinaan kualitas

norma dan hukum

Gambaran keterkaitan antara permasalahan dan isu terkait penyusunan Rencana

Dtrategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2019-2023 sebagai berikut;
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Tabel 3.5
KETERKAITAN MASALAH DENGAN ISU
NO. URUSAN MASALAH ISU
1 | Sekretariat pelayanan administrasi Peningkatan
pemerintahan maupun pelayanan
pembinaan aparatur sipil administrasi
negara yang belum optimal | pemerintahan dan
pembinaan kualitas
sumberdaya manusia
2 | Penempatan dan | penempatan dan perluasan Penempatan dan
Perluasan | kesempatan kerja di dalam perluasan
Kesempatan Kerja | dan luar negeri yang masih | kesempatan kerja
terbatas dalam dan luar
Negeri
3 | Pelatihan dan kualitas dan produktifitas Peningkatan kualitas
Produktivitas tenaga kerja dan lembaga dan produktifitas
Tenaga Kerja. ketenagakerjaan masih tenaga kerja dan
rendah lembaga
ketenagakerjaan
4 | Pembinaan hubungan industrial yang Peningkatan
Hubungan kurang harmonis dan keharmonisan
Industrial dan jaminan sosial hubungan industrial
Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang belum | dan jaminan sosial
Tenaga Kerja optimal ketenagakerjaan
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NO. URUSAN MASALAH ISU
5 | Pembinaan pengawasan pelaksanaan Peningkatan
Pengawasan norma dan penegakan pengawasan
Ketenagakerjaan | hykum ketenagakerjaan pelaksanaan norma
yang kurang memadai dan penegakan
hukum
ketenagakerjaan
6 | Ketransmigrasian | pembinaan penempatan dan | Peningkatan
pengembangan kawasan pembinaan
transmigrasi yang terbatas penempatan dan
pengembangan
kawasan

transmigrasi

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

61



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019 — 2023, dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah
Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG «.

Visi pembangunan tersebut terletak pada kata kunci, yaitu GEMILANG, merupakan
singkatan dari Growth, Enviroment, Manpower, Industrialization, Law Enforcement,
Administration Reform, Networking dan Governance.

Dalam rangka pencapaian visinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan
6 [ enam ] misi yaitu :

1. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan
pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

2. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;

5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian,
pariwisata dan industrialisasi;

6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang
beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan;

Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
urusan pilihan dan urusan wajib non pelayanan dasar, dengan misi-misi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat mendukung pelaksanaan 1 misi yaitu :

1. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan wajib non pelayanan dasar
ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian.
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Untuk mendukung pelaksanaan misi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
tersebut, terutama urusan wajib non pelayanan dasar ketenagakerjaan; Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1.

4.2.

Tujuan :
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas melalui peningkatan
investasi, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan produktivitas.

Dengan demikian maka program dan Kkegiatan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian ditujukan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja
Utama pembangunan jangka menengah Provinsi NTB Tahun 2019-2023, yaitu
Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam.

Sasaran :

a. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator persentase
pengangguran terbuka.
Angka penurunan atau peningkatan pengangguran terbuka dapat diketahui
melalui perbandingan : Jumlah Pengangguran Terbuka dibanding dengan
Jumlah Angkatan Kerja dikali 100 %.

b. Menurunnya Tingkat Kesenjangan Ekonomi Masyarakat dengan indikator
Gini Ratio.
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BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu dari tahun 2019
sampai dengan 2023, maka disusun strategi dan arah kebijakan organisasi sebagai berikut :

Strategi
1) Peningkatan pelatihan produktivitas, pengembangan penempatan tenaga kerja.

2) Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan
pengembangan pengawasan ketenagakerjaan.

3) Peningkatan penyelenggaraan ketransmigrasian.

Arah Kebijakan

1) Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga
kerja.

2) Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja.

3) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga
kerja.

4) Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.

5) Meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam jangka waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, terdapat 15 program
rutin dan prioritas beserta kegiatan-kegiatannya yang dicanangkan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi :

A. PROGRAM RUTIN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11) Penyediaan makanan dan minuman

12) Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

13) Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

14) Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1)
2)

Pendidikan dan pelatihan formal
Pembinaan mental dan fisik aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

1)
2)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
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3)
4)

Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1)

Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah

6. Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan

Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah

Penyusunan Buku Data Ketenagakerjaan

Penyusunan buku data perkembangan dan kesejahteraan transmigran di UPT
Bina

Musyawarah Rencana Pembangunan Ketenagakerjaan di NTB (Rembug
Ketenagakerjaan)

Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagarkerjaan (IPK)

B. PROGRAM PRIORITAS
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)
Pemberdayaan Lembaga Pelatihan

Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri
Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri
Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Sosialisasi Asean Skill Competition (ASC)

Balai Latihan Kerja NTB
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1)
2)
3)

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja
Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
9. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

1)
2)
3)
4)
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Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah
Layanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing

Padat Karya Produktif
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5) Informasi Pasar Kerja (Job Fair)

6) Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

7) Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara
8) Padat Karya Infrastruktur

9) Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Eks. PMI Purna

10) Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (BLKLN)

Bidang Hubungan Industrial
10. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1) Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama
(LKS) Tripartit
2) Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional
3) Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah
4) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di
Perusahaan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
11. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
1) Advokasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Norma K3
2) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat
Kerja
3) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
4) Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CPMI
5) Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan
6) Temu Teknis Konsultasi Penegakan Hukum

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
12. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

1) Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

2) Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Kerja di Perusahaan

3) Penanganan Kasus Ketenagakerjaan

4) Pemeriksaan CTKI Ke Tempat Penampungan

5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan
13. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1) Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja
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Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
14. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
1) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat
Kerja
2) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
3) Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di
perusahaan Pulau Sumbawa
4) Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan Pulau Sumbawa
5) Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
6) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan
15. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1) Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja

Bidang Ketransmigrasian
16. Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1) Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi SK HPL dan Izin Prinsip Pelepasan
Kawasan Hutan (IPPKH)
2) Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)
3) Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)
4) Bimtek kewirausahaan
5) Bimtek pengolahan hasil pertanian
6) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di UPT Bina

6.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan yang direncanakan diarahkan pada kelompok penerima manfaat
serta pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya Indeks Indeks 97,68 97,78 97,87 97,97 98,07 98,17 98,17 98,17
Kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik
Kepada
Masyarakat
Program Meningkatnya % 100 2.514.705.817 | 3.028.936.948 3.192.333.997 | 3.453.402.972 3.596.331.953 3.596.331.953 15.785.711.687
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkanoran
Penyediaan jasa Jumlah Surat Surat 1500 889.500 2.000.000 2.100.000 2.247.000 2.359.344 2.359.344 9.595.844
surat menyurat Yang Keluar
(Induk)
Jumlah Surat Surat 300 2.000.100 2.499.900 2.499.900 2.499.900 2.499.900 2.499.900 11.999.700
Yang Keluar
(BLK)
Jumlah Surat Surat 500 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.800.000 1.800.000 7.200.000
Yang Keluar
(BPKPL)
Jumlah Surat Surat 192 2.875.000 2.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 3.875.000 17.375.000
Yang Keluar
(BPKPS)
Penyediaan jasa Jumlah Jenis Jenis 4 204.723.760 300.000.000 316.500.000 330.875.000 344.918.748 344.918.748 1.497.017.508
komunikasi, (Induk)
sumber daya air
dan listrik
Jumlah Jenis Jenis 6 154.200.000 111.000.000 120.000.000 123.000.000 132.000.000 132.000.000 640.200.000
(BLK)
Jumlah Jenis Jenis 3 15.600.000 36.000.000 37.500.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 167.100.000
(BPKPL)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Jenis Jenis 3 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 125.000.000
(BPKPS)
Penyediaan jasa Jumlah Jenis Jenis 6 16.320.000 18.000.000 21.000.000 21.000.000 24.000.000 24.000.000 100.320.000
peralatan dan (BPKPL)
perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa Jumlah Unit Unit 21 28.000.000 30.000.000 31.500.000 33.705.000 35.390.250 35.390.250 158.595.250
pemeliharaan dan (Induk)
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Unit Unit 10 80.000.000 70.893.550 83.000.000 93.550.730 107.000.000 107.000.000 434.444.280
(BLK)
Jumlah Unit Unit 6 48.676.000 48.676.000 48.676.000 48.676.000 48.676.000 48.676.000 243.380.000
(BPKPS)
Penyediaan jasa Jumlah Orang Org 8 79.242.700 80.000.000 84.000.000 89.880.000 94.374.000 94.374.000 427.496.700
administrasi (Induk)
keuangan
Jumlah Orang Org 4 46.162.700 62.876.000 62.876.000 63.876.000 74.376.000 74.376.000 310.166.700
(BLK)
Jumlah Orang Org 3 32.138.000 32.138.000 32.138.000 32.138.000 32.138.000 32.138.000 160.690.000
(BPKPL)
Jumlah Orang Org 2 19.739.500 19.739.500 19.739.500 19.739.500 19.739.500 19.739.500 98.697.500
(BPKPS)
Penyediaan jasa Jumlah Orang Org 22 534.492.740 550.000.000 583.534.800 643.180.999 660.466.462 660.466.462 2.971.675.001
kebersihan kantor | (Induk)
Jumlah Orang Org 13 334.051.159 335.051.158 349.651.159 364.000.000 365.760.746 365.760.746 1.748.514.222
(BLK)
Jumlah Orang Org 4 149.413.920 101.111.280 101.111.280 101.111.280 101.111.280 101.111.280 553.859.040
(BPKPL)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Orang Org 3 75.642.800 99.822.800 100.822.800 75.642.800 99.822.800 99.822.800 451.754.000
(BPKPS)
Penyediaan alat Jumlah Jenis Jenis 60 9.506.500 20.000.000 21.000.000 22.470.000 23.593.500 23.593.500 96.570.000
tulis kantor (Induk)
Jumlah Jenis Jenis 30 8.615.610 9.999.990 9.999.990 13.000.000 14.000.000 14.000.000 55.615.590
(BLK)
Jumlah Jenis Jenis 20 7.981.900 8.000.000 11.250.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 52.231.900
(BPKPL)
Jumlah Jenis Jenis 36 7.879.400 9.065.538 11.147.152 10.327.152 12.379.400 12.379.400 50.798.642
(BPKPS)
Penyediaan barang | Jumlah Jenis Eksemplar 14 12.223.250 20.000.000 21.000.000 22.470.000 23.593.500 23.593.500 99.286.750
cetakan dan (Induk)
penggandaan
Jumlah jens Eksemplar 10 7.274.200 8.034.000 8.034.000 9.034.000 10.056.240 10.056.240 42.432.440
(BLK)
Jumlah Jenis Eksampler 2 5.000.000 6.000.000 7.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 42.000.000
(BPKPL)
Jumlah Jenis Eksampler 5 8.125.000 8.125.000 8.125.000 8.125.000 8.125.000 8.125.000 40.625.000
(BPKPS)
Penyediaan Jumlah jenis Jenis 22 7.273.000 10.000.000 10.500.000 11.235.000 11.796.750 11.796.750 50.804.750
komponen (Induk)
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Jenis Jenis 50 6.904.000 11.000.025 12.000.000 17.000.010 18.000.000 18.000.000 64.904.035
(BLK)
Jumlah jenis Jenis 10 0 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000
BPKPL)
Penyediaan bahan Jumlah Eksemplar 13 23.240.000 25.000.000 26.250.000 28.087.500 29.491.875 29.491.875 132.069.375
bacaan dan eksempelar
peraturan (Induk)
perundang-
undangan
Jumlah Eksemplar 12 4.640.004 6.000.000 7.200.000 9.600.000 12.000.000 12.000.000 39.440.004
eksempelar (BLK)
Jumlah Eksemplar 12 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 7.200.000
eksempelar
(BPKPL)
Jumlah Eksemplar 1 2.447.000 2.447.000 2.447.000 2.447.000 2.447.000 2.447.000 12.235.000
eksempelar
(BPKPS)
Penyediaan Jumlah Orang orang 315 18.864.720 30.000.000 31.500.000 33.720.000 35.400.000 35.400.000 149.484.720
makanan dan (Induk)
minuman
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Orang orang 450 22.500.000 25.000.000 25.000.000 32.500.000 35.000.000 35.000.000 140.000.000
(Induk)
Jumlah Orang orang 30 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000
BPKPL
Jumlah Orang orang 400 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000
(BPKPS)
Penyelarasan Jumlah Orang oT 20 135.058.109 197.468.579 272.329.931 276.095.359 293.999.192 293.999.192 1.174.951.170
Program Trip (Induk)
Pemerintah Pusat
dan Daerah
Jumlah Orang oT 5 31.972.360 69.999.993 49.000.000 70.500.000 70.000.000 70.000.000 291.472.353
Trip (BLK)
Jumlah Orang oT 4 28.306.680 45.000.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 230.806.680
Trip (BPKPL)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Orang oT 7 45.279.425 45.279.425 59.279.425 65.279.425 65.279.425 65.279.425 280.397.125
Trip (BPKPS)
Penyediaan jasa Jumlah Orang Org 3 116.200.000 125.000.000 131.250.000 140.437.500 147.459.375 147.459.375 660.346.875
administrasi dan (Induk)
teknis perkantoran
Penyelarasan Jumlah Orang oT 20 50.199.500 233.135.070 177.297.920 231.411.882 248.053.526 248.053.526 940.097.898
Program Trip (Induk)
Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang oT 20 16.487.880 36.000.000 38.000.000 45.000.006 40.000.000 40.000.000 175.487.886
Trip (BLK)
Jumlah Orang oT 25 24.662.900 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 189.662.900
Trip (BPKPL)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Orang oT 13 46.106.500 52.106.500 61.106.500 100.573.289 91.106.500 91.106.500 350.999.289
Trip (BPKPS)
Penyediaan Jasa Jumlah Orang orang 2 0 48.302.640 48.302.640 48.302.640 48.302.640 48.302.640 193.210.560
keamanan Kantor | (BPKPL)
Program Meningkatnya % 100 1.699.027.916 641.526.000 757.362.796 721.466.000 822.718.000 822.718.000 4.642.100.712
Peningkatan Sarana dan
Sarana dan Prasarana
Prasarana Aparatur
Aparatur
Pengadaan Jumlah Unit Unit 1 30.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional | Dinas/Operasional
(Induk)
Pengadaan Jumlah Unit Unit 1 15.000.000 142.088.562 185.966.150 91.302.041 82.614.427 82.614.427 516.971.180
Peralatan dan perlatan dan
Perlengkapan perlengkapan
Kantor kantor (Induk)
Jumlah Jenis Jenis 1 0 0 50.000.000 30.000.000 38.000.000 38.000.000 118.000.000
perlatan dan
perlengkapan
kantor (BLK)
Jumlah Jenis Jenis 3 4.056.000 4.056.000 4.056.000 24.065.000 24.065.000 24.065.000 60.298.000
perlatan dan
perlengkapan
kantor (BPKPS)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Pemeliharaan Jumlah Gedung Gedung 2 6.000.000 75.000.000 82.500.000 123.957.854 150.906.549 150.906.549 438.364.403
rutin/berkala Yang Dipelihara
gedung kantor (Induk)
Jumlah Gedung Gedung 1 21.000.000 40.381.438 53.000.001 63.000.000 96.679.524 96.679.524 274.060.963
(BLK)
Jumlah Gedung Gedung 1 0 0 15.000.000 10.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000
(BPKPS)
Pemeliharaan Jumlah Unit Unit 21 93.534.400 150.000.000 165.000.000 173.250.000 190.575.000 190.575.000 772.359.400
rutin/berkala (Induk)
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Jumlah Jenis Jenis 21 51.637.500 55.000.000 60.500.000 63.525.000 69.877.500 69.877.500 300.540.000
rutin/berkala (Induk)
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Jumlah Jenis Jenis 32 44.350.016 45.000.000 86.340.645 87.366.105 90.000.000 90.000.000 353.056.766
(BLK)
Jumlah Jenis Jenis 5 43.450.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 223.450.000
(BPKPL)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Jenis Jenis 4 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000
(BPKPS)
Rehabilitasi Jumlah Gedung Gedung 1 180.000.000 0 0 0 0 0 180.000.000
sedang/berat (Induk)
rumah gedung
kantor
Jumlah Gedung Gedung 8 1.200.000.000 75.000.000 0 0 0 0 1.275.000.000
(BLK)
Program Meningkatnya % 100 139.707.700 169.973.000 180.962.994 191.788.994 201.394.990 201.394.990 883.827.678
Peningkatan Kapasitas
Kapasitas Sumber Daya
Sumber Daya Aparatur
Aparatur
Pendidikan dan Jumlah Orang Org 3 73.907.700 103.008.000 112.869.126 122.612.706 131.258.190 131.258.190 543.655.722
pelatihan formal Yang Dibina
(Induk)
Jumlah Orang Org 5 50.000.000 5.665.000 6.031.290 6.392.096 6.712.266 6.712.266 74.800.652
Yang Dibina
(BLK)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Pembinaan mental | Jumlah Orang Org 2 15.800.000 61.300.000 62.062.578 62.784.192 63.424.534 63.424.534 265.371.304
dan fisik aparatur (Induk)
Program Meningkatnya % 100 394.028.641 415.478.002 442.342.051 468.804.054 492.285.793 492.285.793 2.212.938.541
Peningkatan Pengembangan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Sistem Pelaporan | Capaian Kinerja
Capaian Kinerja | dan Keuangan
dan Keuangan
Penyusunan Jumlah Jenis Jenis 3 46.184.000 40.478.002 44.775.802 49.515.882 54.743.095 54.743.095 235.696.781
laporan capaian Laporan (Induk)
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Jenis lap 1 7.722.000 7.722.000 7.722.000 7.722.000 7.722.000 7.722.000 38.610.000
Laporan (BPKPS)
Penyusunan Jumlah Jenis Jumlah 0 0 20.000.000 21.250.000 22.562.500 24.332.426 24.332.426 88.144.926
pelaporan Laporan (Induk) Jenis
keuangan akhir
tahun
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah Jenis Jenis 5 7.700.900 9.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 48.200.900
Laporan (BLK)
Jumlah Jenis Jenis 1 3.936.700 3.936.700 3.936.700 3.936.700 3.936.700 3.936.700 19.683.500
Laporan (BPKPS)
Penyusunan Jumlah Jenis Jenis 4 69.439.500 70.000.000 77.000.000 84.700.000 93.170.000 93.170.000 394.309.500
Rencana Kerja Rencana Kerja
SKPD (Induk)
Jumlah Jenis Jenis 10 21.804.700 27.828.210 28.709.450 31.055.060 33.136.500 33.136.500 142.533.920
Rencana Kerja
(BLK)
Jumlah Jenis laporan 1 7.159.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000 11.000.000 45.159.000
Laporan (BPKPL)
Jumlah Jenis laporan 1 10.863.000 11.013.096 13.631.853 16.786.242 20.363.000 20.363.000 72.657.191
Laporan (BPKPS)
Penyebaran Jumlah Jenis Jenis 6 219.218.841 217.499.994 225.816.246 232.025.670 233.382.072 233.382.072 1.127.942.823
Informasi Media KIE
Pembangunan (Induk)
Daerah
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Program Meningkatnya % 100 84.925.300 89.548.272 95.338.308 101.041.680 106.102.704 106.102.704 476.956.264
Peningkatan Kapasitas
Kapasitas Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan
Keuangan Daerah
Daerah
Peningkatan Jumlah Jenis Jenis 1 26.783.200 33.774.144 36.669.156 39.520.848 178.798.708
Manajemen Aset Laporan (Induk) 42.051.360 42.051.360
IMilik Daerah
Jumlah Jenis Jenis 1 25.336.500 22.387.068 23.834.580 25.260.420 26.525.676 26.525.676 123.344.244
Laporan (BLK)
Jumlah Laporan Laporan 1 11.177.600 11.374.992 11.599.992 11.599.992 17.599.992 17.599.992 63.352.568
(BPKPL)
Jumlah Laporan Laporan 1 21.628.000 22.012.068 23.234.580 24.660.420 19.925.676 19.925.676 111.460.744
(BPKPS)
Program Meningkatnya % 100 154.192.200 812.585.814 823.098.000 883.452.988 892.641.979 892.641.979 3.565.970.981
Peningkatan Perencanaan dan
Perencanaan dan | Pelaporan
Pelaporan
Monitoring, Jumlah Orang oT 22 0 75.000.000 93.139.684 82.925.000 84.489.002 84.489.002 335.553.686
Evaluasi dan Trip (Induk)
Pelaporan
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Penyusunan Jumlah Orang Org 50 98.550.600 125.000.000 126.875.000 136.390.625 137.754.531 137.754.531 624.570.756
Perencanaan
Program/Kegiatan
Pengendalian Jumlah Orang oT 70 0 125.000.000 126.198.715 135.663.619 137.020.255 137.020.255 523.882.589
Ketenagakerjaan Trip
dan Transmigrasi
Penyusunan Jumlah Buku Ekspl 25 0 137.585.814 138.649.601 149.048.321 150.538.804 150.538.804 575.822.540
Rencana Tenaga PTKD
Kerja Daerah
Penyusunan Buku Jumlah Buku Data Ekspl 40 55.641.600 50.000.000 50.750.000 53.556.250 54.446.207 54.446.207 264.394.057
Data
Ketenagakerjaan
Penyusunan buku Jumlah Buku Data Ekspl 50 0 50.000.000 49.735.000 53.465.125 53.999.368 53.999.368 207.199.493
data
perkembangan dan
kesejahteraan
transmigran di
UPT Bina
Musyawarah Jumlah Peserta Orang 80 0 | 125.000.000 110.875.000 136.390.625 137.020.255 137.020.255 509.285.880
Rencana
Pembangunan
Ketenagakerjaan
di NTB (Rembug
Ketenagakerjaa)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran _ Program dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator Kegfatan (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Pengukuran Jumlah Laporan Ekspl 50 0 125.000.000 126.875.000 136.013.423 137.373.557 137.373.557 525.261.980
Indeks IPK
Pembangunan
Ketenagakerjaan
(IPK)
Meningkatnya | Indeks Kualitas Indeks 60,03 60,13 60,23 60,33 60,43 60,43 60,43
Kualitas, Daya | Tutupan Lahan
Dukung dan
Daya
Tampung
Lingkungan
Hidup
Program Cakupan % 75 157.499.960 166.073.677 176.811.698 187.389.004 196.775.067 196.775.067 884.549.406
Penempatan dan Penempatan
Pengembangan Transmigran
Wilayah
Transmigrasi
Optimalisasi Jumlah Dokumen | Dok 1 45.000.000 61.073.677 56.811.698 23.832.958 55.775.067 55.775.067 242.493.400
Pertanahan
Transmigrasi SK
HPL dan Izin
Prinsip Pelepasan
Kawasan Hutan
(IPPKH)
Penyuluhan dan Jumlah KK KK 80 0 0 0 41.556.056 11.000.000 11.000.000 52.556.056
Seleksi Calon
Transmigrasi
(Catrans)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran _ Program dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator Kegfatan (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 4 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Naskah Kerjasama | Jumlah Dokumen Dok 1 50.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 320.000.000
Antar Daerah
(KSAD)
Bimtek Jumlah Org 60 0 22.500.000 25.000.000 0 30.000.000 30.000.000 77.500.000
Kewirausahaan Transmigran
Yang Dibimtek

Bimtek Jumlah Org 30 0 22.500.000 25.000.000 51.999.990 30.000.000 30.000.000 129.499.990
pengolahan hasil Transmigran
pertanian Yang Dibimtek
Pengembangan Jumlah Org 60 62.499.960 0 0 0 0 0 62.499.960
dan Pemberdayaan | Transmigran
Masyarakat Yang
Transmigran di diberdayakan di
UPT Bina UPT Bina

Menurunnya Tingkat % 3,72 3,39 3,26 3,21 3,19 3,17

Tingkat Pengangguran

Penganggura Terbuka

n Terbuka
Program Besaran Tenaga % 85 867.500.000 914.723.234 973.867.601 | 1.032.126.790 1.083.824.567 1.083.824.567 4.872.042.192
Peningkatan Kerja Yang
Kualitas dan Mendapatkan
Produktivitas Pelatihan
Tenaga Kerja Berbasis

Kompetensi
Akreditasi Jumlah LPK yang Lembaga 45 0 175.000.000 71.999.999 40.000.000 99.999.999 99.999.999 386.999.998
Lembaga terakreditasi
Pelatihan Kerja (Induk)
(KA-LPK)
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Program dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator Kegfatan (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Pemberdayaan Jumlah lembaga Lembaga 1 37.691.300 40.000.000 45.000.000 47.500.000 50.000.000 50.000.000 220.191.300
Lembaga yang
Pelatihan diberdayakan
(Induk)
Peningkatan Jumlah Orang Org 30 127.261.200 139.987.320 200.000.000 250.000.000 275.000.000 275.000.000 992.248.520
Kapasitas Calon (Induk)
Tenaga Kerja ke
Luar Negeri
Rekruitmen dan Jumlah Orang Org 100 0 40.000.000 66.466.900 88.281.715 40.000.000 40.000.000 234.748.615
Seleksi (Induk)
Pemagangan Luar
Negeri
Identifikasi Jumlah Dokumen | Dok 1 0 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 128.000.000
Kebutuhan Hasil Identifikasi
Pelatihan (Induk)
Sosialisasi Asean Jumlah Orang Org 100 37.547.500 30.374.314 71.466.902 58.281.700 44.912.288 44.912.288 242.582.704
Skill Competition (Induk)
(ASC)
Pengadaan Jumlah Unit Unit 50 640.000.000 227.361.600 230.933.800 236.063.375 241.912.280 241.912.280 1.576.271.055
Peralatan (BLK)
Pendidikan dan
Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran _ Program dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator Kegfatan (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Pelatihan Kerja Jumlah Orang Org 2 0 200.000.000 220.000.000 240.000.000 250.000.000 250.000.000 910.000.000
Berbasis yang dilatih
Kompetensi Bagi berbasis
Pencari Kerja kompetensi
(BLK)
Monitoring dan Jumlah Oang Trip | OT 5 25.000.000 30.000.000 36.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 181.000.000
Evaluasi (BLK)
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Besaran % 70 255.186.675 269.077.950 286.476.080 303.613.685 318.821.285 318.821.285 1.433.175.675
Perlindungan Sengketa
dan Pengusaha-
Pengembangan Pekerja
Lembaga
Ketenagakerjaan
Pengembangan Jumlah Lembaga Lembaga 10 29.432.800 35.000.000 36.000.000 37.000.000 38.000.000 38.000.000 175.432.800
Kelembagaan Tripartit (Induk)
Peningkatan
Efektivitas
Lembaga
Kerjasama (LKS)
Tripartit
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Program dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator Kegfatan (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Pemberdayaan Jumlah Orang Org 200 52.022.700 55.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 70.000.000 302.022.700
Ketenagakerjaan (Induk)
Pada Peringatan
Hari Buruh
Internasional
Pengembangan Jumlah Dokumen | Kab/Kota 10 51.590.000 65.000.000 69.000.000 73.000.000 76.300.000 76.300.000 334.890.000
Sistem UMP/UMK
Pengupahan (Induk)
Daerah
Pembinaan Jumlah Perusahaan 10 31.454.500 56.999.950 59.199.980 63.999.985 66.309.985 66.309.985 277.964.400
Hubungan Perusahaan Yang
Industrial dan Dibina (Induk)
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja di
Perusahaan
Pengembangan Jumlah Orang Org 4 53.275.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 173.275.000
Lingkungan Sosial | (BPKPL)
dan Pengujian
Kesehatan Kerja
Pengembangan Jumlah Orang Org 100 37.411.675 27.078.000 32.276.100 34.613.700 38.211.300 38.211.300 169.590.775
Lingkungan Sosial | (BPKPS)
dan Pengujian
Kesehatan Kerja
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Program dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator Kegfatan (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Program Besaran % 95 424.328.000 447.426.735 476.356.519 504.853.363 530.140.708 530.140.708 2.383.105.325
Pengawasan Pemeriksaan
Ketenagakerjaan | Perusahaan
Advokasi Jumlah Perusahaan 25 25.000.000 35.000.000 37.857.326 40.000.000 42.528.740 42.528.740 180.386.066
Peningkatan Perusahaan
Pemahaman (Induk)
Peraturan
Perundang-
undangan Norma
K3
Pembinaan dan Jumlah Perusahaan 25 45.000.000 35.823.735 35.823.720 35.794.320 37.483.980 37.483.980 189.925.755
Pengawasan Perusahaan
Pelaksanaan (Induk)
Norma
Ketenagakerjaan
di Tempat Kerja
Pembinaan dan Jumlah Perusahaan 20 40.000.000 45.000.000 47.887.326 48.000.000 50.528.740 50.528.740 231.416.066
Pengawasan Perusahaan
Pelaksanaan (Induk)
Norma
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(K3)
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB 87




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Koordinasi Jumlah Orang oT 4 20.000.000 55.000.000 58.065.593 66.000.000 68.528.740 68.528.740 267.594.333
Pengawasan dan Trip (Induk)
Pemeriksaan
Tempat
Penampungan
CPMI
Pemetaan Kasus Dokumen Hasil Dok 1 0 0 3.573.944 3.857.219 4.067.948 4.067.948 11.499.111
Ketenagakerjaan Pemetaan Kasus
(Induk)
Temu Teknis Jumlah Perusahaan 25 35.000.000 0 0 0 0 0 35.000.000
Konsultasi Perusahaan
Penegakan Hukum | (Induk)
Pendataan Obyek Jumlah Perusahaan 22 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 175.000.000
Keselamatan dan Perusahaan
Kesehatan Kerja (BPKPL)
di Perusahaan
Pengawasan dan Jumlah Perusahaan 22 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 0 140.000.000
Pemeriksaan Perusahaan
Norma Kerja di (BPKPL)
Perusahaan
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran _ Program dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator Kegfatan (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Penanganan Kasus | Jumlah Kasus Kasus 20 0 30.000.000 31.000.000 38.798.804 39.399.580 39.399.580 139.198.384
Ketenagakerjaan (BPKPL)
Pemeriksaan Jumlah Orang oT 3 20.000.000 15.000.000 30.000.000 44.000.000 89.000.000 89.000.000 198.000.000
CTKI Ke Tempat Trip (BPKPL)
Penampungan
Monitoring dan Jumlah Orang oT 20 31.725.000 24.000.000 24.545.610 20.800.020 25.999.980 25.999.980 127.070.610
Evaluasi Trip (BPKPL)
Pelaksanaan
Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Pembinaan dan Jumlah Perusahaan 20 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 135.000.000
Pengawasan Perusahaan
Pelaksanaan (BPKPS)
Norma
Ketenagakerjaan
di Tempat Kerja
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB 89




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran _ Program dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator Kegfatan (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Pembinaan dan Jumlah Perusahaan 20 25.300.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000 126.500.000
Pengawasan Perusahaan
Pelaksanaan (BPKPS)
Norma
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(K3)
Pengawasan dan Jumlah Perusahaan 20 15.544.200 15.544.200 15.544.200 15.544.200 15.544.200 15.544.200 77.721.000
pengujian sarana Perusahaan
keselamatan dan (BPKPS)
kesehatan kerja
(K3) di
perusahaan pulau
sumbawa
Pengawasan Jumlah Perusahaan 20 15.144.200 15.144.200 15.144.200 15.144.200 15.144.200 15.144.200 75.721.000
pelaksanaan Perusahaan
norma kerja di (BPKPS)
perusahaan pulau
sumbawa
Penyidikan Tindak | Jumlah Kasus Kasus 1 19.216.300 19.216.300 19.216.300 19.216.300 19.216.300 19.216.300 96.081.500
Pidana (BPKPS)
Ketenagakerjaan
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Monitoring dan Jumlah Orang oT 1 35.398.300 35.398.300 35.398.300 35.398.300 35.398.300 35.398.300 176.991.500
Evaluasi Trip (BPKPS)
Pelaksanaan
Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Program Besaran Pencari % 90 1.589.888.400 | 1.676.435.600 1.784.830.845 1.891.593.960 1.986.052.210 1.986.052.210 8.928.801.015
Perluasan dan Kerja Yang
Pengembangan Terdaftar Yang
Kesempatan Ditempatkan
Kerja
Penanganan Jumlah Orang Org 2700 470.820.897 542.743.400 542.743.400 542.743.400 542.743.400 542.743.400 2.641.794.497
Pekerja Migran
Indonesia
Bermasalah
Layanan Terpadu Jumlah Orang org 2400 142.824.504 251.307.200 349.702.445 380.850.560 406.341.810 406.341.810 1.531.026.519
Satu Pintu
Pelayanan Jumlah Orang Org 300 155.000.001 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 415.000.001
Perizinan Tenaga
Kerja Asing
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Capaia L Lok
Sasaran Proaram dan Kinerja Program n pada Kondisi Kinerja
Strateqis Indikator ng AN (Outcome) dan tahun Tahun Tahun 2023 pada Akhir
9 9 Kegiatan Sat awal periode Renstra
(Output) Perenca Disnakertrans
naan
2019 2020 2021 2022 2023
Padat Karya Jumlah Orang Org 74 0 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 648.000.000
Produktif
Informasi Pasar Jumlah Orang Org 4000 153.957.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000 765.957.000
Kerja (Job Fair)
Pemberdayaan Jumlah Orang Org 200 667.285.998 230.385.000 230.385.000 230.385.000 230.385.000 230.385.000 1.588.825.998
Tenaga Kerja
Mandiri
Peluang Kerja Jumlah Orang Org 30 0 50.000.000 50.000.000 115.615.000 174.582.000 174.582.000 390.197.000
Melalui Antar
Kerja Antar
Daerah dan Antar
Kerja Antar
Negara
Padat Karya Jumlah Orang Org 74 0 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 648.000.000
Infrastruktur
Pemberdayaan Jumlah Orang Org 45 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 300.000.000
Tenaga Kerja
Mandiri (TKM)
Ex. TKI Purna
Pelatihan Calon Jumlah Calon Org 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerja Migran PMI yang dilatih
Indonesia
(BLKLN)
8.280.990.609 | 8.631.785.232 9.189.780.889 9.739.533.490 10.227.089.256 10.227.089.256 46.069.179.476
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara
Barat berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB 2019 — 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPIJMD
Tahun 2019-2023

Kondisi Tahun Kondisi
Indikator Satuan Awal Akhir
RPJMD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 RPJMD
2018 2023
Tingkat
Pengangguran % 3,72 3,19 | 3,26 | 3,21 | 3,19 | 3,17 3,17
Terbuka
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BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019-2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman bersama bagi
seluruh aparat pada semua unit organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Barat, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan ketenagakerjaan dan atau ketransmigrasian, guna pencapaian sasaran
yang lebih efisien, efektif dan berkualitas.
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